
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan
Pemerintab Nomor 17 Tahun 2020 Tentang

Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang manajemen pegawai Negeri sipil

dalam hal ini yang berkaitan dengan Jabatan
Fungsional, diperlukan Peraturan Bupati tentang

Manajemen Jabatan Fungsional.
b. bahwa Jabatan Fungsional memiliki Instan si

Pembina yang berbeda sesuai dengan kategori
keterampilan atau keabliannya yang mendorong
kondisi yang san gat dinamis keberadaanya
disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan

orgarusasi yang terus berkembang, sehingga
diperlukan Peraturan Bupati tentang Manajemen
Jabatan Fungsional untuk mengaturnya.

Pegawai Negeri SipilTentang Manajeman

a. bahwa untuk mempermudah implementasi atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Menimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,
BUPATIPURWAKARTA,

MANAJEMENJABATANFUNGSIONAL

TENTANG

PERATURANBUPATIPURWAKARTA
NOMOR: 41 TAHUN2025

BUPATIPURWAKARTA
PROVINSIJAWABARAT
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (LembaranNegaraRepublik
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Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

BABI

KETENTUANUMUM

PEMERINTAHDAERAH
.\

MANAJEMEN

LINGKUNGAN

II
PERATURAN BUPATI TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL Dr
Menetapkan

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeriSipil,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6477).

MEMUTUSKAN
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4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

adalah Perangkat daerah yang membantu tugas Bupati yang

merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidangkepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Purwakarta.

5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber DayaManusia Daerah Kabupaten Purwakarta;

6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

Pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

7. Instansi Pembinaadalah kementerian, atau lembaga dari Pemerintah
Pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan

terhadap pejabat Fungsional berdasarkan kompetensi teknis

dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku

8. Aparatur Sipil Negarayang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

9. PegawaiASNyang selanjutnya disebut PegawaiASNadalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaiandan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan

digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASNdalam

suatu satuan organisasi;
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah

sekelompokJabatan tinggipada instansi pemerintah;

12. Pejabat PimpinanTinggiadalah PegawaiASNyang menduduki JPT;
13. Jabatan Adrninistrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah

sekelompokJabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan;
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14. Pejabat Adrninistrasiadalah PegawaiASNyang menduduki JA pada
instansi pemerintah;

15. Jabatan Fungsionalyang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu;

16. Pejabat Fungsional adalah PegawaiASNyang menduduki JF pada
instansi pemerintah;

17. Perpindahan Horizontaladalah perpindahan dari satu posisi Jabatan
ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok
maupun antar kelompokJA, JF, atau JPT;

18. Perpindahan Vertikaladalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke

posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi,di dalam satu kelompokJF;
19. Perpindahan Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi J abatan

ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompokJA, JF, atau

JPT;
20. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan

tinggi, jabatan administrasi dan JF yang tergambar dalam struktur
unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang

paling tinggi
21. Formasi adalah jumlah, jenis dan susunan jabatan yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu pada suatu

instansi pemerintah.

22. PersediaanPegawaiadalah Jumlah dan kualitas pegawaiyang dimiliki

oleh suatu instansi pemerintah pada waktu tertent
23. Pembinaan JF adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar

profesi JF yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan
metodologipelaksanaan tugas Pejabat Fungsional;

24. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah
harapan atas hasi1kerja dan perilaku kerja PegawaiASN;

25. Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah proses dimana
pejabat penilai kinerja mereviukeseluruhan hasil kerja dan perilaku

kerja Pejabat Fungsional selama bulanan atau triwulanan dan
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menetapkan predikat kinerja periodikPejabat Fungsional berdasarkan
kuadran kinerja Pejabat Fungsional;

26. Evaluasi KinerjaTahunan Pejabat Fungsional adalah proses climana

pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku

kerja Pejabat Fungsional selama satu tahun kinerja dan menetapkan

predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran
kinerja Pejabat Fungsional;

27. Predikat Kinerjaadalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai
Kinerja atas hasil evaluasi kinerja PegawaiASNbaik secara periodik
maupun tahunan;

28. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pejabat Fungsional

dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain

yang diberi pendelegasian kewenangan;

29. Pimpinan adalah Pejabat PenilaiKinerja, pejabat lain dalam satu unit

organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik

kinerja (outcome/ outcome antara/ output/layanan), dan/ atau pejabat
lain di luar instansi pernerintah dirnana pegawaimendapat penugasan

khusus;

30. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat
Fungsional;

31. Angka Kredit Kumulatif adalah akurnulasi nilai Angka Kredit yang

harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat

kenaikan pangkat dan jabatan;
32. Tim Penilai KinerjaASNadalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang

berwenang untuk rnemberikanpertimbangan kepada pejabat pembina
kepegawaian atas usulan pengangkatan, pernindahan, dan

pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan kompetensi, serta
pemberian penghargaan bagiASN;

33. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap
kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari PegawaiASN;

34. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PegawaiASNsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Pasal3
Tugas JF

(1) JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang sesuai

dengan fungsinya berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu sesuai dengan jabatannya.

Pasal2
Kedudukan dan Tanggung Jawab JF

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat

pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

(2) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit
Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi

yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang
memimpin Unit Organisasi.

BABII
KEDUDUKAN,TANGGUNGJAWAB,TUGASDANKLASIFlKASIJF

35. Pejabat Pembina Kepegawaianyang selanjutnya disingkat PPKadalah

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

36. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan
Tinggipratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau Pejabat

Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-7-



(1) KategoriJF terdiri atas:
a. JF keahlian; dan

b. JF keterampilan;
(2) JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditetapkan

berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu

pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal5
KategoriJF

BABIII

KATEGORIDANJENJANGJF

Pasal4
KlasifikasiJF

(1) Klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik,

mekanisme, dan pola kerja dalam Unit Organisasi.

(2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek

pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan
untuk melaksanakan tugas JF.

(3) Mekanismekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencerminkan
pada metode dan cara kerja JF.

(4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada
kerangka kerja dalam melaksanakan tugas JF.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan memperhatikan
ruang lingkup kegiatan Jabatan fungsionalnya.

(3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

JF dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi Ekspektasi pada

Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
(4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja PegawaiASNsesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal6
Jenjang JF

(1) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. jenjang ahli utama;

b. jenjang ahli madya;

c. jenjang ahli muda; dan

d. jenjang ahli pertama.
(2) Tugas dan fungsi dalam JF keahlian ditentukan berdasarkan

pengetahuan dan keahlian sebagai berikut:
a. jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi;

b. jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang

mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi;

c. jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan

kualifikasi profesional tingkat lanjutan; dan

d. jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang

mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

(3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b, terdiri atas:
a. jenjang penyelia;

b. jenjang mahir;
c. jenjang terampil; dan
d. jenjang pemula.

(3) JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah

psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang
pendidikan.
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Pasal8
(1) PengangkatanASNdalamJF harus mempertimbangkan lingkup tugas

Unit Organisasi dengan kelompok keahliarr/ keterampilan JF, serta

kebutuhan organisasi.
(2) Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman

penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABIV

PENGANGKATANDALAM JF

Pasal 7

Tingkat pengetahuan dan keahlian Zketerampilan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tugas dan fungsi dalam JF keterampilan ditentukan berdasarkan
pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:

a. jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF

keterampilan;
b. jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan;
c. jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam

JF keterampilan; dan
d. jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,

melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF

keterampilan.
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Pasal10
PengangkatanPertama

(1) Pengangkatanpertama dalam JF sebagaimanadimaksud dalam Pasal
9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

a. berstatus sebagaiASN;

b. memilikiintegritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazahpaling rendah:

1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi
pendidikanyang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan

2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF

keterampilan;
e. nilai Predikat Kinerjapaling rendah baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF

dari calonASN,bagi:

a. JF ahli pertama;

b. JF ahli muda;
c. JF pemula; atau

d. JF terampil.
(3) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan
nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon ASN dan

diberikankelasjabatan sesuai kelas JF.

Pasa19

PengangkatanASNke dalam JF dilakukan melalui:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;

c. penyesuaian; dan
d. promosi.
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Pasal13
(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain

sebagairoanadimaksud dalam Pasall1 harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:
a. berstatus ASN;

b. memilikiintegritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazahpaling rendah:
1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi

pendidikanyang dibutuhkan untuk JF keahlian; atau
2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan

kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF

keterampilan;
e. mengikuti dan lulus UjiKompetensisesuai standar kompetensi

yang berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF
yang akan diduduki paling singkat 2 (dua)tahun;

g. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir;

Pasal 12
Perpindahan darijabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf
b merupakan Perpindahan Horizontalke dalam JF dilaksanakan melalui:

a. perpindahan antar kelompokJF; dan

b. perpindahan antar Jabatan.

Pasal 11
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan untuk pengembangankarier

dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan
Unit Organisasi.
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Pasal15

Pangkat ASNyang akan diangkat dalam JF melalui perpindahan dari

jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dirnilikinya.

Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi KinerjaPeriodik

pegawaiminimal 6 (enam)bulan terakhir.

(2) Dalam hal hasil Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki Predikat Kinerja baik dan sangat baik,

perpindahan dari Jabatan lain dapat dilakukan dengan
mempertirobangkan aspirasi pejabat fungsional yang bersangkutan.

(3) Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya
ditetapkan sebagai Predikat Kinerjapada JF yang akan diduduki.

h. berusia paling tinggi:

1. 53 (limapuluh tiga)tahun untuk JF ahli pertama dan JF

ahli muda, dan kategori keterampilan;
2. 55 (limapuluh lima)tahun untuk JF ahli madya; dan

3. 60 (enampuluh) tahun untuk JF ahli utama.

(2) Dalamhal kebutuhan Unit Organisasi, perpindahan JF ahli utama ke
dalam JF ahli utama lainnya palingtinggiberusia 63 (enampuluh tiga)

tahun.
(3) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi,

persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf

f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara

kumulatif.

(4) Pengusulan untuk pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf h angka 3 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun
sebelum batas persyaratan usia sebagaimana pada ayat (1)huruf h

angka 3.
(5) Pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkanketersediaan lowongankebutuhan untuk JF yang

akan diduduki.
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Pasal18

Perpindahan Antar jabatan
(1) Perpindahan antar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT;

(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggiutama, Pejabat Pimpinan Tinggimadya,

Pejabat Pimpinan Tinggipratama ke dalam JF ahli utama;

b. Pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
c. Pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda;
d. Pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama;

e. Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam JPT Pratama;

atau
f. Pejabat Fungsional keterampilan, ahli pertama, ahli muda,

dan ahli madya ke dalam JA.

Pasal 17

AngkaKredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai Angka

KreditJF yang akan diduduki.

Pasal 16

Perpindahan antar kelompokJF

(1) Perpindahan antar kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(12) huruf a dilaksanakan antar JF.

(2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.

(3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpurr/klasifikasi Jabatan.

(4) Pengakatan perpindahan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu:

a. Mahir ke ahli pertama;

b. Mahir ke ahli muda.

(5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a memiliki

pangkat/ golongan penata muda III/a atau penata muda Tk I, III/b
(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki

pangkat/gclongan penata III/c atau penata tk I III/d.
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Pasal21

Penyesuaian

(1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk:

a. penetapan JF baru;

b. perubahan ruang lingkup tugas JF; darr/atau

c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi
atau nasional.

(2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi ASNyang
pada saat JF ditetapkan telah memilikipengalaman darr/ atau masih
melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan
keputusan PyB.

(3) Pengangkatan dalam JF rnelaluipenyesuaian, harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

Pasal20
(1) ASN formasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang akan

diangkat dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain,
penyesuaian minimal telah 4 (empat]tahun menduduki dalamjabatan

terakhir, dan sesuai dengan ketentuan pada saat yang bersangkutan
melamar sebagai Calon PegawaiNegeriSipil.

(2) ASNJF yang bepindah ke JF lain dan ke dalam jabatan administrasi

dapat diangkat kernbali dan atau berpindah ke dalam JF lain minimal
telah 2 tahun menduduki dalamjabatan terakhir.

Pasal19

(1) Perpindahan JPT dan JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18ayat (2)huruf a sampai dengan huruf d diberikan AngkaKredit.

(2) Perpindahan JF ke JPT dan JA sebagalmana dimaksud dalru'ilPasal
21 ayat (2)huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat

dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpurr/klasifikasi Jabatan.

-15-



Pasal22

(1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke
dalam JF dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dengan

persetujuan Bupati.
(2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu:

a. jabatan administrator ke JF ahli madya;
b. jabatan pengawaske JF ahli muda; dan
c. jabatan pelaksana yangmerupakan eselonVke JF ahli pertama.

(3) Penyesuaian melalui penyetaraan Jabatan harus memenuhi

persyaratan:
a. ASNyang masih menduduki jabatan administrator, jabatan

pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V
berdasarkan keputusan PPKatau pejabat lain yang diberikan

kewenangan;

a. berstatus ASN;
b. memilikiintegritas dan moralitas yang baik;

c. sehatjasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah:
1. saIjanaj diplomaempat untuk JF keahlian; dan
2. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF

keterampilan;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF

yang akan diduduki paling singkat 2 (dua)tahun;

f. memilikiPredikatKinerjapalingrendah baik dalam 2 (dua)tahun

terakhir.
(4) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertirnbangkan lowongankebutuhan jabatan

untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(5) Pengangkatan JF melalui penyesuaian diberikan AngkaKreditsesuai
aturan yang berlaku dan hanya 1 (satu) kali selama masa

penyesuaian.
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Pasal 24
Promosike dalam atau dari JF

(1) Promosike dalam atau dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (1)huruf a merupakan Perpindahan Diagonal.
(2) Promosisebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
b. JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
c. JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
d. JF penyeliadan ahli pertama ke dalamjabatan pengawas;
e. Jabatan administrator dan JPTpratama ke dalam JF ahli utama;

f. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau

Pasal23
PromosiJF

(1) Promosi dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d

dilaksanakan melalui:
a. promosike dalam atau dari JF; dan

b. kenaikan jenjang JF.
(2) Pangkat ASN yang akan diangkat ke dalam JF melalui promosi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pangkat yang

dimilikinya.

b. Memilikiijazah paling rendah :
1. sarjana atau diplomaempat bagi yang disetarakan ke dalam

JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah

sarjana atau diplomaempat;

2. magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan

paling rendah magister; atau
3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang

dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang mensyaratkan
kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF.
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Pasal25
Kenaikan Jenjang Jabatan

(1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal
melalui kenaikan jenjang JF.

g. Jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan

JF keterampilan.
(3) Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus UjiKompetensi sesuai standar kompetensi
yang telah disusun oleh instansi pembina;

b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

c. memilikirekam jejak yang baik;

d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin ASN;

e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan

pelanggaran kode etik dan profesi ASNdalam kurun waktu 3
(tiga)tahun terakhir; dan

f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ASNtingkat sedang
atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga)tahun terakhir.

(4) Dalam hal telah ditetapkan dalam undang-undang, ketentuan

promosi JF pada jabatan tertentu dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Pengangkatan JF ke dalam JPT dan JA melalui promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengangkatan dari JPT dan JA ke dalam JF melalui promosi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf e sampai dengan huruf g

harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF
yang akan diduduki.

(7) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan rekomendasi TimPenilaiKinerjaASN.
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Pasal27

Standar Kompetensi

(1) Setiap jenjang JF memilikistandar kompetensi yang terdiri atas:
a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

(2) Penyusunan standar kompetensi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABY

KOMPETENSI

Pasal 26
(1) Untuk mengikuti UjiKompetensisebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (2)huruf b, Pejabat Fungsional harus telah memenuhi Angka

Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal25 ayat (2)huruf a.

(2) AngkaKreditKumulatifuntuk kenaikan jenjangjabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi

persyaratan :
a. memenuhi AngkaKreditKumulatif kenaikan jenjang jabatan;

b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan;

dan
c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),JF tertentu

yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF
tersebut.

(4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan rekomendasi TimPenilai Kinetja.
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Pasal28
UjiKompetensi

(1) Ujikompetensi terdiri dari :

a. uji kompetensi dalam rangka perpindahan dari jabatan
lain;

b. Ujikompetensi dalam rangka promosi.

(2) Ujikompetensi JF diselenggarakan oleh Instansi Pembina JF.

(3) Oalam hal penye1enggaraan uji kompetensi oleh lnstansi Pembina
terbatas, maka Instansi Pemerintah dapat melaksanakan uji

kompetensi secara mandiri sete1ah berkoordinasi dengan Instansi
Pembina.

(4) Mekanismepengusulan uji kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan peserta ke

Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan

Kepegawaiandan Pengembangan Sumber DayaManusia;

b. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Oaya Manusia

menyampaikan usulan peserta ke Instansi Pembina.

(5) ASNyang akan menjadi peserta uji kompetensimandiri sesuai ayat (3)
diwajibkan mengikuti pra uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan

Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai uji

ke1ayakan awal sebelum mengikuti uji kompetensi yang dilakukan

oleh Instansi Pembina.

(6) ASN yang 1010spra uji kompetensi akan diusu1kan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk

mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan di Instansi Pembina.

(7) Uji kompetensi mandiri sebagaimana ayat (3)dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Oaerah (APBO) sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundangan-undangan.
(8) ASNyang mengikuti uji kompetensi mandiri apabila tidak lulus uji

kompetensi diberi kesempatan 2 (dua) kali mengikuti uji kompetensi.

(9) Ketentuan dan syarat Uji Kompetensi ditentukan oleh Instansi
Pembina penyelenggarauji kompetensi.
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(10) Instansi Pembina dapat menyusun dan menetapkan metode uji

kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah,

dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan
pengalaman, serta persyaratan jabatan.

(11) Usulan uji kompetensi pengangkatan dalam JF perpindahan dari

jabatan lain, penyesuaian dan promosi diusulkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia ke Instansi Pembina sebagai

penyelenggarauji kompetensi.

(12) Batas usia pengusulan uji kompetensi untuk kenaikan JF maksirnal
adalah 6 (enam)bulan sebelum pensiun.

(13) ASNyang mengikuti uji kompetensi JF sudah memiliki rekomendasi

pertimbangan teknis dari instansi Pembina JF masing masing yang
disesuaikan dengan ketentuan dari masing masing Instansi Pembina.

(14) Pengangkatan dalam JF tidak dapat dilakukan apabila usulan uji
kompetensi sebagaimana ayat (11) tidak diusulkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber DayaManusia.

(15) Proses pengusulan uji kompetensi tidak dapat dilanjutkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Apabila belum memiliki

persetujuan penetapan kebutuhan JF dari instansi Pembina sesuai

dengan ketentuan yang dibuat oleh Instansi Pembina.

(16) Dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan lulus, pengangkatan
dalam jabatan harus mendapat persetujuan kebutuhan JF dari

MenteriPendayagunaan Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi.

(17) Jika formasi JF lebih sedikit dibanding dengan ASNyang memenuhi
syarat yang telah lulus uji kompetensi untuk diangkat dalam JF, maka
dapat dilakukan seleksi pasca uji kompetensi yang dilakukan oleh
Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia untuk
mencari calon pejabat fungsional dengan rangking terbaik.
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Pasal31
(1) Pengangkatan dalam JF melalui Pengangkatan Perpindahan dari

jabatan lain, Penyesuaian, promosi, pengangkatan kembali, mutasi
antar instansi dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta

memperhatikan penetapan kebutuhan JF, Peta Jabatan dan

rekomendasi pertimbangan TimPenilaian Kinerja.

Pasal 30

(1) Pengangkatan dalam JF melalui Pengangkatan Perpindahan dari
jabatan lain, Penyesuaian, promosi dalam pelaksanaan
pengangkatannya harus sudah memiliki persetujuan kebutuhan

jabatan fungsional dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi.
(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana ayat (1) tidak diproses apabila

belum memiliki persetujuan kebutuhan JF dari Menteri

Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Peta

Jabatanya.
(3) Berdasarkan persetujuan kebutuhan JF sebagaimana ayat (1)

ditetapkan kebutuhan JF untuk Pengangkatan dalam JF melalui

perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan Promosi.
(4) Penetapan Kebutuhan JF sebagaimana ayat (2) ditetapkan melalui

Keputusan Bupati.

BABVI

TATACARAPENGANGKATANDALAMJF

Pasal 29
Pengembangan Kompetensi

(1) Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara

berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan
tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi.

(2) Pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pef'aturaIl perundang­

undangan.
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Pasal 33

PendelegasianPengangkatan
(1) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di

lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalarn JF

keterarnpilan dan JF keahlian selain JF ahli madya.
(2) Kriteria pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai berikut:
a. jumlah ASNyang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya;

b. struktur dan ruang lingkup organisasi.
(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

penandatanganan surat keputusan penetapan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari JF.

(2) Pengangkatan dalarn JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas
usulan PPKsetelah mendapat pertimbangan teknis dari KepalaBadan

Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi.

a. JF ahli madya;

b. JF ahli muda;

c. JF ahli pertama;

d. JF penyelia;

e. JF mahir;

f. JF terarnpil; dan

g. JF pemula.

Pasal32

(1) Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPKatas usulan PyB,bagi:

(2) Dalarn rangka kebutuhan organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Oaya Manusia dapat menempatkan ASN

dalam JF sebagaimana ayat (1) ke perangkat daerah lain dengan

mempertirobangkan ketersediaan formasi.

(3) Penempatan ASN dalam JF sebagaimana ayat (2) berdasarkan

rekomendasi pertimbangan Tim Penilai Kinerja dan persetujuan dari

Pejabat PembinaKepegawaian.
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Pasa136
(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas:

a. perencanaan kinerja meliputi penetapan dan klarifikasi

Ekspektasi;

BABVII
PENGELOLAANKINERJAPEJABATFUNGSIONAL

Pasa134
Tata Cara Pendelegasian Pengangkatan

(1) PPKdapat memberikan kuasa kepada PyB di lingkungannya untuk

penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan

dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF ahli pertama, JF
ahli muda, dan/ atau JF keterampilan.

(2) Penetapan pendelegasian pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan
kembali JF ahli pertama, JF ahli muda, danjatau JF keterampilan

ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(3) PPKmenyampaikan tembusan keputusan pendelegasian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pendyagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

(4) Pejabat penerima delegasr/pemberian kuasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menandatangani surat kepu tusan atas nama PPK.

Pasa135

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji

(1) Setiap ASNyang diangkat menjadi Pejabat Fungsional wajib dilantik
dan diambil sumpahjjanji menurut agama atau kepercayaannya

kepada Tuhan YangMaha Esa.
(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpahjjanji JF dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasa137

(1) Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun

tahunan.
(2) Evaluasi KinerjaPeriodikPejabat Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik Pejabat

Fungsional.

(3) Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam
Predikat Kinerjatahunan Pejabat Fungsional.

(4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan (3) terdiri

atas:
a. sangat baik;

b. baik;

c. cukupzbutuh perbaikan;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi

pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik

berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi

kinerja Pejabat Fungsional; dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang
meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

(2) Pengelolaankinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berorientasi pada:
a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;

b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;

c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat

Fungsional;

d. pencapaian kinerja organisasi; dan

e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.
(3) Pengelolaankinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yangmengatur mengenaipengelolaankinerja PegawaiASN.
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Pasal38
(1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 1500/0(seratus

lima puluh persen) dari koefisienAngka Kredit tahunan sesuai
dengan jenjang JF;

b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 1000/0(seratus persen)
dari koefisienAngkaKredittahunan sesuai dengan jenjang JF;

c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan
sesuai dengan jenjang JF;

d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh .
persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan
jenjang JF; dan

e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dari koefisien AngkaKredit tahunan sesuai
dengan jenjang JF.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal

yang lebih tinggi, diberikan tambahan AngkaKreditsebesar 25%(dua

puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat
sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

(3) Tambahan AngkaKredit sebagaimana ayat (2)hanya diberikan bagi
Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerjapaling rendah baik.

(4) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang
dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat
Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional
berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi
Ekspektasi.

d. kurang; atau
e. sangat kurang.

(5) Penetapan Predikat Kinerjadilakukan oleh Pejabat PenilaiKinerja.
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Pasal40

(1) Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit
Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan

Pasal39

(1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan

dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit
Kumulatif kenaikan pangkat;

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode
tertentu;

(3) Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK

berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) PPKmenetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim
Penilai KinerjaPNSsetelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan

KepegawaianNegara;
(5) Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BAB VIII
KENAIKANPANGKAT

(5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
(6) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan

Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan konversi Predikat

Kinerja ke dalam Angka Kredit diatur dengan peraturan lembaga

pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASNsecara nasional.
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pasal43
AngkaKredit Pengangkatan dalam JF

AngkaKredit untuk pengangkatan dalam JF sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 42 huruf a ditetapkan untuk:

AngkaKredit JF ditetapkan untuk:

a. pengangkatan dalam JF; dan
b. kenaikan pangkat.

Pasal42

BABIX

ANGKA KREDIT

Pasal41

Kenaikan Pangkat Istirnewa

(1) Pejabat Fungsional yang memilikipenilaian kinerja dan keahlian yang

luar biasa dalam menjalankan tugas JF dapat diberikan penghargaan
berupa kenaikan pangkat istimewa;

(2) Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan
dengan AngkaKredityang sarna diusulkan kenaikan pangkat;

(2) Dalarn hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat
Fungsional yang telah rnernenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk

kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;

(3) Pejabat Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF;

(4) Kelebihan Angka Kredit Kurnulatif kenaikan pangkat JF dapat

diperhitungkan kernbali untuk kenaikan pangkat selanjutnya
sepanjang dalam jenjang yang sarna;
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Pasal45

AngkaKreditPerpindahan dari .Jabatan lain
(1) Angka Kredit untuk perpindahan dari jabatan lain sebagaimana

(2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan
berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama

melaksanakan tugas JF dalam masa kerja calon ASN.

(3) Tugas JF selama masa kerja calon ASNsebagaimana dimaksud pada

ayat (2)merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja

calon ASNdengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan JF dan

tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Konversi Predikat Kinerja calon ASNdan Penetapan Angka Kredit

dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja

yang dihitung secara proporsional selama calon ASNmelaksanakan

tugas.

(5) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan
AngkaKredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tercantum dalam

Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

a. ahli pertama;

b. ahli muda;

c. pemula; atau

d. terampil.

Pasal44
AngkaKreditPengangkatan Pertama

(1) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf a berlaku bagi ASNyang diangkat dalam JF

melalui pengadaan calon ASNpada jenjang:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;

c. penyesuaian; dan
d. promosr.
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Pasal47

(1) Angka Kredit perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dihitung dan ditetapkan

berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir

yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada

jenjang JF yang akan diduduki.

(2) Angka Kredit Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Larnpiran IIIangka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dan Peraturan Bupati ini.

Pasal46

(1) Angka Kredit perpindahan dalam kelompok JF sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai Angka

Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya.

(2) Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang berpindah ke JF lain

diberikan sesuai dengan Angka Kredit sebelurnnya sebagairnana

tercanturn dalam Lampiran II angka 2 huruf a yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan penilaian angka kredit perpindahan dalarn kelornpok JF

ditetapkan sejak diusulkan dalam JF.

dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berlaku bagi ASN yang diangkat

dalam JF melalui perpindahan dalarn hal:

a. perpindahan dalarn kelompok JF; dan

b. perpindahan antar kelompok jabatan.

(2) Perpindahan dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan perpindahan dalarn kelompok JF pada jenjang

yang sarna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perpindahan antar kelornpok jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb merupakan perpindahan antar kelornpok padajenjang

yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
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Pasa148

(1) Dalam hal ASNyang diangkat ke dalam JF melalui perpindahan dari

jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memiliki pangkat
tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih

dari 3 (tiga)tahun, maka Penetapan AngkaKreditdilakukan dengan

mengkonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang
dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah

Angka Kredit Dasar pada jenjang JF yang akan didudukinya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 2

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalamhal ASNyang diangkat ke dalam JF melalui perpindahan dari
jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak
sesuai dengan jenjang jabatan, AngkaKreditperpindahan ditetapkan

sesuai dengan tabel Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IIIangka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan penilaian angka kredit perpindahan antar kelompok JF

ditetapkan sejak diusulkan dalam JF.

(4) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang

jabatannya, Pejabat Fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan
jenjang JF setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun
menduduki jabatannya.

(5) Kenaikan jenjang JF dilakukan setelah mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi serta tersedia kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja
dengan Predikat Kinerjapaling rendah baik.

(6) Pemenuhan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional dihitung secara
proporsionaldari konversi Predikat Kinerja.

(3) Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran II

angka 2 huruf b angka 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 51

(1) Dalam hal ASNdengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung
sejak calon ASN.

(2) Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai dasar
pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.

Pasal50

AngkaKreditPenyesuaian

(1) Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan
golongan ruang sesuai masa kerja pangkat terakhir serta kualifikasi
pendidikan.

(2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung sebagai berikut:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1(satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung
1 (satu) tahun;

c. 2 (dua)tahun sarnpai dengan kurang dari 3 (tiga)tahun, dihitung

2 (dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun,

dihitung 3 (tiga)tahun; dan

e. 4 (empat)tahun atau lebih, dihitung 4 (empat)tahun.

Pasa149

Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan ASN yang menduduki
jabatan pelaksana ke dalam JF keterampilan ditetapkan berdasarkan
Predikat Kinerjadan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan
ruang yang dimilikinya.

(7) Contoh penghitungan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II angka 2 huruf b angka 3) yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 52
AngkaKreditPromosi

(1) AngkaKreditpengangkatan promosi ditetapkan dalam hal:
a. promosi ke dalam atau dari JF; dan

b. kenaikan jenjang JF.

(2) AngkaKreditpromosi ke dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan
dapat ditambah dengan AngkaKreditDasar.

(3) Dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan

penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikecualikan bagi

penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.

(4) ASNyang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelummasa

penyesuaian berakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
angka 3 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(5) Dalamhal ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (4)telah ditetapkan

rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian dan telah ditetapkan

kenaikan pangkatnya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi
kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang
ditetapkan.

(6) Angka Kredit penyesuaian termasuk penyetaraan tercantum dalam

Lampiran IIIangka 5 dan diberikan tambahan AngkaKreditDasar.
(7) Tata cara Penetapan Angka Kredit penyesuaian dan penyetaraan

tercantum dalam Lampiran II angka 3 huruf b dan huruf c yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian termasuk penyetaraan

dalam JF ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan sesuai contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIIangka 6 dan angka 7 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal53

(1) Kenaikanjenjang JF bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1)huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. ketersediaan kebutuhan jabatan;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. memilikiPredikat Kinerjapaling rendah baik dalam 1(satu) tahun
terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus UjiKompetensi.

(2) Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan
sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina KepegawaianInstansi Pemerintah mengajukan
usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen

kelengkapan sebagai bahan verifikasikepada Instansi Pembina;

b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap
pengusulan UjiKornpetensiyang diajukan;

c. Instansi Pembinajlnstansi Pemerintah menyelenggarakan Uji

Kornpetensi;

(3) AngkaKreditkenaikan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat

Kinerja.

(4) Kelebihan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.
(5) Tata cara penghitungan Angka Kredit promosi tercantum dalam

Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(6) Keputusan pengangkatan dalam JF melalui promosi sesuai contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 8 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal54

KonversiPredikat Kinerjake dalam AngkaKredit

(1) Hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai
Pejabat PenilaiKinerja.

(2) PejabatPenilaiKinerjamenilaikinerjayang terdiri dari sasaran kinerja

pegawai dan perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi
periodikdan tahunan sehinggamendapatkan Predikat Kinerjasesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikonversikan
dalam bentuk AngkaKredit.

(4) AngkaKreditsebagaimana dimaksud pada ayat (3)dituangkan dalam

Penetapan AngkaKreditdan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja
setelah memenuhi akumulasi Angka Kredit yang menjadi syarat

kenaikan pangkat dan/ atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

(5) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Pejabat PenilaiKinerjamelaluipimpinan unit kerja

paling rendah JPT Pratama kepada pengelola kepegawaian dan
diteruskan kepada TimPenilaiKinerjaASN.

(6) Contoh formatkonversiPredikat Kinerjasebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran III angka 10 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) AngkaKreditbasil konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)diakumulasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan
jenjang, yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III angka 11 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. Instansi Pembinamenerbitkan rekomendasihasil UjiKompetensi;

dan
e. Pejabat Pembina KepegawaianInstansi Pemerintah menetapkan

kenaikan jenjang jabatan.

(3) Kenaikanjenjang JF ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 9

yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal56
(1) Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang

lebih tinggi, diberikan tambahan AngkaKreditsebesar 250/0(dua puluh
lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai
jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

(2) Tambahan AngkaKredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya
diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling

rendah baik.

(3) Tambahan AngkaKredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal55

(1) AngkaKreditPejabat Fungsional diperoleh dari Predikat Kinerjayang
dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang

dapat dihitung secara proporsional.

(2) Dalamhal Pejabat Fungsionaltelah memenuhiAngkaKreditKumulatif
melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan

pangkatjjabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus
menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.

(3) Penghitungan Angka Kredit yang dilakukan secara proporsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus jumlah

bulan periode penilaian dibagijumlah bulan dalam satu tahun dikali
persentase Predikat Kinerjadikali KoefisienAngkaKredittahunan.

(4) Contoh penghitungan AngkaKreditsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Penetapan AngkaKredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dibuat
sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 12

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasa159
Kenaikan Pangkat KategoriKeahlian

(1) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat

pembina utama madya, golongan ruang IVId untuk menjadi pangkat
pembina utama, golonganruang IVIe ditetapkan oleh Presiden.

(2) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli utama, pangkat

pembina utama muda, golongan ruang IVIc, untuk menjadi pangkat
pembina utama madya, golongan ruang IVId ditetapkan oleh

Presiden.
(3) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat

pembina utama muda, golongan ruang IV[c, untuk menjadi pangkat
pembina utama madya, golongan ruang IVId ditetapkan oleh Kepala
Badan KepegawaianNegaraatas nama Presiden.

Pasa158
(1) Dalam hal pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama

ASN belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka ASNyang
bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat

lebih tinggi sampai diangkat dalam JF.

(2) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kenaikan pangkat JF

setelah diangkat dan dilantik dalam JF.

Pasa157
Kenaikan pangkat JF dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi;dan
c. nilai Predikat Kinerjapaling rendah baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

BABX

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
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Pasal61
Pengusulan Kenaikan Pangkat

(1) Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional
yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan

ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan

pendidikannya dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pejabat Penilai Kinerjamenilai AngkaKredit perolehan ijazah;

b. berdasarkan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, bagi:
1) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AngkaKredituntuk

kenaikan pangkat diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 60
Kenaikan Pangkat KategoriKeterampilan

Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang pemula, pangkat pengatur

muda, golongan ruang III a untuk menjadi pengatur muda tingkat I,
golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi jenjang penyelia,

pangkat penata tingkat I, golongan ruang Ill/d ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaianberdasarkan pertimbangan Tim
Penilai Kinerja ASNsetelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
KepegawaianNegara.

(4) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, pangkat
pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat

pembina utama muda, golongan ruang IVtc ditetapkan oleh Kepala
Badan KepegawaianNegaraatas nama Presiden.

(5) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama, pangkat

penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda

tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi jenjang

ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

berdasarkan pertimbangan TimPenilai KinerjaASNsetelah mendapat
pertimbangan teknis KepalaBadan KepegawaianNegara.
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melalui prmpman unit kerja paling rendah JPT pratama

kepada pengelolakepegawaian;dan

2) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit
untuk kenaikan pangkat dilakukan sebagaiberikut:
a) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi AngkaKredit

untuk kenaikan pangkat diusulkan kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui
pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada

pengelolakepegawaiansesuai peraturan yang berlaku

b) berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah,
Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka

Kreditsebesar AngkaKreditkebutuhan untuk kenaikan

pangkat; dan
c) berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat

diajukan KenaikanPangkat.
(2) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk

kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan
kenaikan jenjang dahulu dengan Angka Kredit sarna diusulkan

kenaikan pangkat.
(3) Dalam hal Pejabat Fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang

jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan JF,
Pejabat Fungsionaldapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi sebanyak 1 (satu) kali dengan mempertimbangkan kualifikasi
pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang

akan dituju.
(4) Kenaikanpangkat setingkat lebih tinggisebagaimana dimaksud pada

ayat (3)setelah memenuhi persyaratan:
a. AngkaKreditKumulatifkenaikan pangkat dan kenaikan jenjang

Jabatan;
b. sesuai dengan persyaratan jabatan;
c. PredikatKinerjapaling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir;
d. lulus UjiKompetensi;
e. tersedia peta jabatan;
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Pasa162

(1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh

ijazah danj atau sertifikat profesi sesuai syarat kualifikasi pendidikan

pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai
mekanisme pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain.

(2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat di
bawah penata muda golongan ruang IIIj a dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golonganruang

IlIja setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi AngkaKredit Kumulatif
untuk kenaikan pangkat ke penata muda golongan ruang IIIja tanpa
melalui ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

(4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diangkat ke dalam JF kategori keahlian dengan

syarat sebagai berikut:

f. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan

g. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;

h. Kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional memilikiAngkaKredit melebihi Angka

Kredityang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak

diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(6) Dalam hal Pejabat Fungsional memilikiAngkaKreditmelebihi Angka
Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan Angka Kredit dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(7) Kenaikan pangkat bagi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2),ayat (5),dan ayat (6)sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Pasa163
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggibagi JF kategori keterampilan, yaitu:

a. jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang III a
yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang

a. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang
HIja atau penata muda tingkat I golongan ruang IIIjb sesuai

dengan syaratjabatan yang ditentukan;
b. sarjana atau diplomaempat sesuai dengan kualifikasipendidikan

yang dibutuhkan untuk JF kategori keahlian;

c. tersedia lowongankebutuhan; dan

d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(5) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang
IIIja dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang IIIjb dapat
diangkat dalam JF pada jenjang ahli pertama setelah mengikuti dan
lulus UjiKompetensi.

(6) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)yang memilikipangkat penata, golonganruang Illjc dan

pangkat penata tingkat I, go1onganruang lII/d dapat diangkat dalam

JF pada jenjang ahli muda setelah mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi.

(7) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dan ayat (6)

diberikan Angka Kredit dari konversi Predikat Kinerja dan Angka
KreditDasar dalamjenjang jabatannya.

(8) Tata cara penghitungan dan Penetapan AngkaKredittercantum dalam
Lampiran II Angka 7 huruf e yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari kategori

keterampilan ke dalam JF kategori keahlian dibuat sesuai contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 13 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang Il/b
membutuhkan AngkaKreditpaling sedikit 15 (limabelas);

b. jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan
ruang lI/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggimenjadi

pangkat pengatur, golongan ruang Il/c membutuhkan Angka

Kreditpaling sedikit 20 (dua puluh);

c. jenjang terampil, pangkat pengatur, golongan ruang lI/c yang

akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat
pengatur tingkat I, golongan ruang IIId membutuhkan Angka

Kreditpaling sedikit 20 (dua puluh);

d. jenjang terampil, pangkat pengatur tingkat I, golonganruang Il/d
yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang
mahir pangkat penata muda, golonganruang IIlI a membutuhkan

AngkaKreditpaling sedikit 20 (dua puluh);

e. jenjang mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang
akan naik pangkat setingkat lebih tinggimenjadi pangkat penata
muda tingkat I, golonganruang llI/b membutuhkan AngkaKredit

paling sedikit 50 (limapuluh);
f. jenjang mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang

HI/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
jenjang penyelia pangkat penata, golongan ruang III/c
membutuhkan AngkaKreditpaling sedikit 50 (limapuluh); dan

g. jenjang penyelia, pangkat penata, golonganruang Ill/« yang akan
naik pangkat setingkat menjadi penata tingkat I, golongan ruang

III/d membutuhkan AngkaKredit paling sedikit 100 (seratus).

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang JF kategori

keterampilan, diatur sebagai berikut:
a. jenjang pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi jenjang terampil membutuhkan jumlah Angka Kredit
paling sedikit 15 (limabelas) yang merupakan jumlah kebutuhan
AngkaKreditdalamjenjangjabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf a;
b. jenjang terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi jenjang mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit
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paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah

kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b, huruf c, dan huruf d;

c. jenjang mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi jenjang penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit
paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan

AngkaKreditdalamjenjangjabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf e dan huruf f; dan

d. dikecualikan bagi JF yang pengangkatannya dimulai dari jenjang
terampil golongan ruang lI/c untuk naik jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan

Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan

kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf c dan huruf d.

(3) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggibagi JF kategori keahlian, yaitu:

a. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golonganruang HIla

yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat
penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan

AngkaKreditpaling sedikit 50 (limapuluh);

b. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan

ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggimenjadi

pangkat penata, golongan ruang IIIIc membutuhkan Angka

Kreditpaling sedikit 50 (limapuluh);

c. jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang IIIIc yang
akan naik pangkat setingkat lebih tinggimenjadi pangkat penata
tingkat I, golonganruang IIIId membutuhkan AngkaKreditpaling

sedikit 100 (seratus);

d. jenjang ahli muda, pangkat penata tingkat I, golonganruang III/d
yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

pembina, golonganruang IVIa membutuhkan AngkaKreditpaling
sedikit 100 (seratus);

e. jenjang ahli madya, pangkat pembina, golonganruang IVIa yang
akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

-43-



Pasal67
Tata Cara Pemberhentian dari JF

(1) Usulan pemberhentian dari JF disampaikan oleh:

Pasal66

Pejabat Fungsionalyang tidak memenuhi persyaratanjabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal64 ayat (1)huruf f apabila:

a. Predikat Kinerjatahunan bagiPejabat Fungsional kurang atau sangat
kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan
kesempatan selama 6 (enarn) bulan untuk memperbaiki kinerjanya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang
diduduki.

Pasal65
(1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi
yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan secara tertulis kepada PPKdengan menyertakan alasan

pengunduran din.

(3) PPKmenetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional dan melaporkan

kepada instansi pembina.

pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi

kinerjapalingrendah berpredikat balk setelah mengikutidan lulus Uji
Kompetensiapabila tersedia kebutuhan JF.

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan
huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari

PyBsebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(6) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat
diangkat kembali dalam JF yang sarna sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal69
(1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara

penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan

jabatan pelaksana dapat rnenduduki JF rnelalui:
a. pengangkatan kernbali; atau
b. perpindahan dari jabatan lain

Pasal68
(1) Pejabat Fungsionalyang diberhentikan karena rnenjalani tugas belajar

lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kernbali dalam JF apabila

telah selesai rnenjalani tugas belajar.

(2) AngkaKreditpengangkatan kernbalike dalam JF yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenggunakan Angka Kredit
Kurnulatifterakhir yang dimilikidalam jenjang jabatannya dan dapat
ditambah dari penilaian kinerja tugas di bidang JF selarna

diberhentikan.
(3) Penilaian kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUANLAINLAIN

a. PPKkepada Presiden bagi ASNyang rnenduduki JF ahli utama;

dan
b. PyB kepada PPK bagi ASNyang rnenduduki JF selain JF ahli

utama.

(2) Pemberhentian dari JF sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)huruf a

ditetapkan oleh Presiden setelah rnendapat pertirnbangan teknis dari

KepalaBadan KepegawaianNegara.
(3) Pernberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b

ditetapkan oleh PPKsesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

-47-



Pasa171
(1) Angka Kredit pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (2)dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam

Larnpiran II angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Pengangkatan kernbali dalam JF ditetapkan dengan keputusan yang
dibuat sesuai contoh formatyang tercantum dalarn LampiranIIIangka
14 yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 70
(1) Pejabat Fungsional dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan

menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam

jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasiI

konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.

(2) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Predikat Kinerja
terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan AngkaKredit
Dasar.

(3) Dalamhal konversiPredikatKinerjasebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dengan masa pangkat lebih dari 4 (ernpat)tahun, konversiPredikat
Kinerjadihitung 4 (empat)tahun.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat

disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada

jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali
pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja

paling rendah berpredikat baik, setelah mengikuti dan lulus Uji
Kompetensiapabila tersedia kebutuhan.

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025BERITA

NOMOR

Diundangkan eliPurwakarta
Pada nggal fB.. dun; 1l...d{)..{'

\

TARrs DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
{

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1~\JU'r}i M~'

BUPATI PURWAKARTA

PAMF P8MRAKARSA

Dlkky SukmawiJaya. S.IP
KepaJa Bidang "Pengembangan SOM

Dadi Sedan, SE, Kp, MM Sekretaris BKPSDM
~

H Wahyu Wiblsono, S,Sos, M.Si Kepala BKPSDM ~
./ /

PI\RAF KOORDINASI /
Sunlama, SH, M SI

Kepala Bagian I .
Hukuru .J.I.

Ton SLmartini. SE, Kp, MM
Asda Bidang VJAdministrasi Umum

Nonnan Nugraha Sekretaris Daerah r-;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Pasal 72

Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak tanggal eliundangkan,
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Simulasi Sangat Baik Butuh Kurang Sangat
Koefisien per Baik Perbaikan Kurangper tahuntahun 150% 100% 75% 50% 250/0
Ahli Pertama 18,75 12,5 9,38 6,25 3,1312,5

§ Ahli Muda 37,50 25 18,75 12,50 6,25..... 25......
'@ Ahli Madya 56,25 37,S 28,13 18,75 9,375Q)

~ 37,5
Ahli Utama 75 50 37,50 25 12,50

50
Pemula 5,63 3,75 2,81 1,88 0,94

§ 3,75
...... Terampil.... 7,50 5 3,75 2,50 1,250-

~
5

MahirH 18,75 12,5 9,38 6,25 3,13Q) 12,5.....
Q)

~ Penyelia 37,50 25 18,75 12,5 6,2525

B. KONVERSI PREDlKAT KINERJA TAHUNANMENJADI
ANGKAKREDIT TAHUNAN

.:. dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang
jabatan pada saat menduduki JF

Koefisien Angka Kredit Kumulatif
Kategori Jenjang Pangkat Angka Kredit Minimal Kenaikan

Tahunan PANGKAT JENJANG*

Ahli Utama IV/d-IV/e 50 200 -

§ Ahli Madya IVIa - IVIb - IV[c 37,S 150 450.....

1 Ahli Muda IIlle - Ill/d 25 100 200
~

Ahli Pertama IIIIa - III/b 12,5 50 100

§ Penyelia rule - III/d 25 100 -
:;:l

Mahir III/a - III/b 12,5 50 1000-
S
~ Terampil II/b - lile - Hid 5 20 60'"'Q)....
Q)

Pemula Ilia 3,75 15 15~

A. ANGKAKREDIT JF

LAMPlRANI
PERATURANBUPATI PURWAKARTA
NOMOR 41 TArtUM :;.o~
TENTANGMANAJEMEN JABATANFUNGSIONAL
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1. Tata cara penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama

a. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung
berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama
calon PNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan

kinerjanya.
b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan

proporsional kinerja bulan berjalan

c. Contoh Pengangkatan Pertama
Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama

calon PNSmelaksanakan tugas.
Sdri. Suci Hafizah Afwan, S.Psi. NIP. 199609182023032001

pangkat Penata Muda, golongan ruang HIla menduduki Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan

persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNSsebagai

berikut:
a. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret

sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan On

The Job Training (OJT)dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah

koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan Predikat
Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase

kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang
dikonversikan dalam Angka Kredit = 10/12 x 100% x 12,5 =
10,42.

b. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan

Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di
unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik. Dengan

TATACARAPENGHITUNGANANGKAKREDIT

LAMPIRANII
PERATURANBUPATIPURWAKARTA
NOMOR ~1 TAHUN ~~
TENTANGMANAJEMENJABATANFUNGSIONAL
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dernikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat
Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwanyang dikonversikan dalam
AngkaKredit= 2/12 x 100%x 12,5 = 2,08.

Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas

sebagai calon PNSadalah 10,42 + 2,08 = 12,5AngkaKredit.
2. Tata cara penghitungan Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain.

Contoh penghitungan Perpindahan dari Jabatan Lain.

a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan
Fungsionallainnya.

Seorang Pejabat Fungsional AnalisSumber DayaManusia Aparatur

jenjang jabatan Ahli Madya, golongan ruang IVIa dengan Angka
Kredit 125 (seratus dua puluh lima) pada saat yang bersangkutan

pindah ke dalam Jabatan Fungsional AsesorSumber DayaManusia

Aparatur maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang
jabatan AhliMadya dan diberikan sebesar 125 (seratus dua puluh

lima)AngkaKredit.

b. Perpindahan dari jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional

1) Sesuai jenjang dan golonganruang

a) PNSdengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang HIla
dengan masa kepangkatan selama 3 (tiga)tahun 5 (lima)bulan.

Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Angka Kredit

yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 42,7 (empat
puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi

Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah
AngkaKreditDasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana
bernilai Baik, dikonversikan ke dalam AngkaKreditsebagai

berikut:
100%x 12,5 = 12,5;

- 12,5x 3 = 37,5
- 12,5x 5/12 = 5,2
Jumlah AngkaKreditadalah 37,5 + 5,2 = 42,7

(2) AngkaKreditDasar golonganruang IU/a sejumlah ° (nol)
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(2) AngkaKreditDasar golonganruang III/a sejumlah 0 (nol)

c) PNSdenganjabatan Pengawasmemilikigolonganruang III/d
dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun. Yang

bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
Analis Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan

akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa
kepangkatan terakhir ditambah AngkaKreditDasar, dengan

perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas
bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit

sebagai berikut:
100%x 25 = 25;

25 x 2 = 50 AngkaKredit

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang lITId sejumlah 100

(seratus) AngkaKredit.
Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan
AhliMadyaadalah:

(1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan
sejumlah 200 (dua ratus);

(2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 150
(seratus lima puluh), sehingga: 200 - 150 = 50 Angka

= 12,5;

= 25 AngkaKredit

b) PNSdengan jabatan Pelaksana memilikigolonganruang IIIIa
dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun dan

Pendidikan diploma tiga. Yang bersangkutan akan diangkat

ke dalam Jabatan Fungsional AsistenPenyuluh Pajakjenjang

Mahir, AngkaKredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit
sebesar 25 (dua puluh lima)terdiri dari AngkaKreditkonversi

Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah
AngkaKreditDasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana

bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit
sebagai berikut:
100%x 12,5
12,5x 2
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(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang Ili/d sejumlah 100
(seratus) Angka Kredit. Kebutuhan AngkaKredit untuk naik

ke jenjangjabatan AhliMadyaadalah:
(1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan

sejumlah 200 (dua ratus);
(2) AngkaKredit golongan ruang III/d sejumlah 175 (seratus

tujuh puluh lima), sehingga:

200 - 175 = 25 AngkaKredit;
25 AngkaKreditmerupakan kekurangan untuk kenaikan

ke jenjang jabatan AhliMadya;
Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun
mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk

memenuhi AngkaKredit tersebut.

3) Tidak sesuai jenjang dan golonganruang.
a. PNSdengan jabatan Pelaksana memilikigolonganruang IIIIc

dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan

= 75 AngkaKredit25 x 3

Kredit; 50 Angka Kredit merupakan kekurangan

untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya;
Pegawaiyang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun

mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk

memenuhi AngkaKredit tersebut.
2) Pangkat puncak pada jabatan administrasi

PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang IIII d
dengan masa kepangkatan selama 6 (enam) tahun. Yang

bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan FungsionalAnalis

Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi
AngkaKredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari
Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir

ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai

berikut:
(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas

bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai

berikut:
100%x 25 = 25;
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b. PNSdengan jabatan Pelaksana yang memiliki ijazah S1 dan
golongan ruang IIIj d dengan masa golongan ruang selama 4
(empat) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, Angka
Kredityang diberikan sejumlah 100 (seratus) sesuai dengan

lampiran II angka 3 pada Peraturan Bupati ini.

Fungsional yang akan diduduki dan memiliki masa

kepangkatan selama 3 tahun. Yang bersangkutan akan

diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola

Keuangan APBNAhli Pertama, Angka Kredit yang diberikan

yaitu sebesar 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka

3 pada Peraturan Bupati ini. Selanjutnya, Apabila yang

bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang

jabatan ke Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang

yang dimilikinya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli

pertama;
(2) memilikiPredikat Kinerjaminimal baik;

(3) tersedia kebutuhan;

(4) mengikuti dan lulus UjiKompetensi.
Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan

akumulasi AngkaKreditsebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri

dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa
kepangkatan terakhir ditambah AngkaKredit Dasar, dengan

perhitungan sebagai berikut:
(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan

konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka

Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan

masa kepangkatan, yaitu:
1000/0x 25 = 25;

25 x 3 = 75 AngkaKredit

(2) AngkaKreditDasar golongan ruang IJIjc sejumlah 0 (nol)

AngkaKredit.
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Selanjutnya, Apabilayang bersangkutan akan duduk dalam

jenjang jabatan Ahlimuda sesuai dengan pangkat golongan
ruang yang dimilikinya,dengan ketentuan:

c. PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S2 dan

golongan ruang IV/ a dengan pengalaman ruang lingkup
kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki selama 4

tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan
Fungsional Arsiparis Ahli Pertama, Angka Kredit yang

diberikan yaitu Angka Kredit yang diberikan 100 (seratus)
sesuai dengan lampiran IIangka 3 pada Peraturan Bupati ini.

(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam
jabatan administrasi)

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IIIJd sejumlah 100

(seratus) AngkaKredit.

= 25;

= 75 AngkaKredit.

Selanjutnya, Apabilayang bersangkutan akan duduk dalam

jenjangjabatan Ahlimuda sesuai dengan pangkat golongan
ruang yang dimilikinya,dengan ketentuan:

(1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli
pertama;

(2) memilikiPredikat Kinerjaminimal baik;

(3) tersedia kebutuhan;
(4) mengikuti dan lulus UjiKompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan
akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh
lima) terdiri dari AngkaKreditkonversi Predikat Kinerjapada

masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar,

dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan
konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka

Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan

masa kepangkatan, yaitu:
100%x 25

25 x 3
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(1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli

pertama;
(2) memilikiPredikat Kinerjaminimal baik;

(3) tersedia kebutuhan;

(4) mengikuti dan lulus UjiKompetensi.
Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan

akumulasi AngkaKredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri
dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa

kepangkatan terakhir ditambah AngkaKreditDasar, dengan

perhitungan sebagai berikut:
(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan

konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka

Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan

masa kepangkatan, yaitu:

100% x 25 = 25;
25 x 3 = 75 AngkaKredit

(2) AngkaKreditDasar golonganruang IVIa sejumlah 0 (nol)

AngkaKredit
c. Perpindahan dari Kategoriketerampilan ke Kategorikeahlian

1)Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan

terarnpil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang life
dan memilikiAngkaKreditsebesar 38 (tigapuluh delapan),

pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah Sl maka

dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang

IIII a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan

diberikan AngkaKredit tertinggi di jenjang terarnpil.

2)Sdr. Faiz Alfiseorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong
Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II/d dan memilikiAngka Kredit
sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang
bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan
kenaikan pangkat ke golongan ruang III/ a.

3)Sdri. Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber

Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan
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pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan memiliki

Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima),
pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah Sl maka

dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan Angka
Kredit sebesar 37,5 (tigapuluh tujuh koma lima).

3. Tata cara penghitungan AngkaKreditPenyesuaian/Penyetaraan

a. Sdr. Raul seorang pejabat Pengawas dengan pangkat Penata,
golongan ruang Ill/ c akan diangkat dalarn Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian, dimana masa penyesuaian yang berakhir

pada bulan Juli 2023 sementara yang bersangkutan memenuhi

syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d pada periode pengangkatan bulan April2023,
sehingga di ajukan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkatnya

agar pengajuan pengangkatan ke Jabatan Fungsional dengan

menggunakan Pangkat terbarunya.
b. Contoh AngkaKreditPejabat Fungsional MelaluiPenyesuaian

Sdr. Poreden Sitorus, S.H, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan
Pengawas diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Pengembangan Kompetensi ASNAhli Muda melalui penyesuaian

sehingga AngkaKredityang diberikan, yaitu:

• AngkaKreditpenyesuaian sejumlah 75 (tujuh puluh lima);

• AngkaKreditDasar sejumlah 100 (seratus):

• Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian
ditetapkan sebesar 75 + 100= 175AngkaKredit.

c. Contoh Pemberian Angka Kredit Pejabat Fungsional

yang Diangkat MelaluiPenyetaraan.
1) Sdr. Dani Kurnia, 8.80s, M.Si, pangkat Penata Tingkat I

golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun,
jabatan Pengawas. PNSyang bersangkutan diangkat ke dalarn
Jabatan Fungsional AnalisPengembanganKompetensiASNAhli

Muda melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan
AngkaKredit sejumlah 176 (seratus tujuh puluh enarn) dengan

rincian sebagai berikut:
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4) Tata cara penghitungan AngkaKredit Promosi

a. Pemberian Angka Kredit melalui promosi berdasarkan Predikat

Kinerja paling rendah sangat baik yang diperoleh dalam 2 (dua)
tabun terakhir.

b. Predikat Kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan
AngkaKredit sebesar 1500/0(seratus lima puluh persen).

c. Ditambah AngkaKreditDasar.

d. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan
Fungsional

1. Pengawas ke Ahli Madya PNS dengan jabatan Pengawas
memiliki golongan ruang IIIId dengan masa kepangkatan 2
(dua) tahun, akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan
Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya.
Perhitungan AngkaKredit dapat diberikan sebagai berikut:

2) Sdr. Erick Ramadhan S.IP, M.Si, pangkat Pembina golongan
ruang IVIa, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan

Pengawas. PNSyang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan

Fungsional Widyaiswara AhliMuda melalui penyetaraan. Yang
bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 114 (seratus
empat belas) dengan rincian sebagai berikut:

• AngkaKreditpenyetaraan sejumlah 114 (seratus empat belas)

• AngkaKreditDasar sejumlah 0 (nol).

3) Sdr. Dr. RoyMartin M.MPangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IVIb, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan

Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda

melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka

Kredit sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dengan rincian
sebagai berikut:

• AngkaKreditpenyetaraan sejumlah 86 (delapan puluh enam)

• AngkaKredit Dasar sejumlah 150 (seratus lima puluh)

• AngkaKredit penyetaraan sejumlah 76 (tujuh puluh enam);

• AngkaKreditDasar sejumlah 100 (seratus).
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= 75

• Ditambah AngkaKreditDasar: 100
Perolehan Angka Kredit golongan ruang IJljd sejumlah 75 +

75 + 100 = 250 AngkaKredit

2. Administrator ke Jabatan Fungsional AhliUtama PNS dengan
jabatan Administrator memiliki golongan ruang IIIjd dengan

masa kerja golongan ruang selama 3 (tiga)tahun 2 (dua) bulan
serta pendidikan magister. Yang bersangkutan akan diangkat

melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Perancang
Perundang-undangan AhliUtama, AngkaKredit yang diberikan

yaitu:

• Predikat Kinerja 1 Sangat Baik: 150%x 50 = 75
Predikat Kinerja2 Sangat Baik: 150%x 50

• Predikat Kinerja dalarn golongan ruang IIIjd:
Tahun 1 bemiIai Sangat Baik: 150%x 37,5 = 56,25

Tahun 2 bemiIai Sangat Baik: 150%x 37,5 = 56,25

• AngkaKredit Dasar 100.
Perolehan Angka Kredit golongan ruang IIIjd sejumlah 56,25 +

56,25 + 100 = 212,5 AngkaKredit

Dengan rincian sebagai berikut:

• AngkaKredit lama sejumlah 100;

• AngkaKreditbaru sejumlah 112,5
Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IVja

adalah:

• AngkaKreditkebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100

(seratus);

• Angka Kredit baru sejumlah 112,5 (seratus dua belas koma

lima);

sehingga:
100- 112,5 = (12,5)AngkaKredit;
12,5 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang
IVj a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan

pangkat ke IVj a pada periode terdekat.
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Persentase Preaikat Kinerja x Koeftsien Angka Kredit Tahunan

Contoh:

e. Contoh Pemberian AngkaKredit Promosi kenaikan jenjang jabatan
Sdr. Dodi Sumedi Gozali, SE, MM, NIP. 198304252015041002,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIII d, jenjang Jabatan
Fungsional AuditorAhliMuda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan

menjadi AhliMadya,yang bersangkutan memperoleh AngkaKredit
Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan
menjadi AhliMadya,yaitu 200 AngkaKredit.Dengan demikian PNS

yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima)

Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jenjang jabatan berikutnya.

5. Penghitungan AngkaKredit

a. Tahunan

AngkaKredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja

tahunan terhadap Angka Kredit koefisien tahunan setiap jenjang
jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

• Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah

100 (seratus);

• Penetapan Angka Kredit baru sejumlah 150 (seratus lima
puluh);

sehingga:

100 - 150 = (50)AngkaKredit;

50 AngkaKreditmerupakan kelebihan ke golongan ruang IV[«,
Pegawaiyang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat

ke IVfa pada periode terdekat.

Dengan rincian sebagai berikut:

• AngkaKredit lama sejumlah 100;

• AngkaKreditbaru sejumlah 150

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IVfa

adalah:
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1.MemenuhiAngkaKredituntuk Kenaikan Pangkat
Sdri. NeviaHerdianti, S.Psi, NIP. 199712012019032001, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional

Analis KebijakanAhliPertama memilikiAngka Kredit 37,5, yang

bersangkutan memperoleh ijazah magister bidangManajemenjadi

AngkaKredittambahan sebesar:

250/0x kebutuhan kenaikan pangkat 250/0x 100 = 25 AngkaKredit

7. Contoh Kenaikan Pangkat
a. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh

peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di
bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya.

6. Contoh Tambahan AngkaKreditdari Pendidikan
Sdri. Desi Mariana Maloky,S.Psi, NIP. 199312192013032002, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda. Memiliki ijazah magister bidang Manajemen

sehingga yang bersangkutan mendapatkan Angka Kredit Tambahan

sebesar:

Di tanggal 1 April 2019 (Januari-Maret, 3 bulan), Pejabat Fungsional

Ahli Pertama mendapat predikat Butuh Perbaikan (750/0)maka Angka
Kreditditetapkan sebagai berikut:

3
Angka Kredit: = - x 75% x 12,5

12

Angka Kredit = 2,34

Contoh:

Jumlalt Bulan Periode Penilaian
I I h B I d L T h

X Persentase Predikat: Kinerja. X Koejisien Anqka Kredit: Tohunan
'Ul1'I a tL rul a am snrn a tLn

150% x 12,5 = 18,75Angka Kredit
b. Proporsional
Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka
Kreditdiperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama dengan Predikat Evaluasi Kinerja
Sangat Baik (150%),maka AngkaKreditTahunan sebagai berikut:
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b. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan YangLebihTinggi.
Sdr. Erick Ramadhan, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d Jabatan Fungsional AhliMuda pada tahun 2022.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2026,
Sdr. Erick Ramadhan memperoleh Angka Kredit Kumulatif
sebesar 200 dan akan dipectimbangkan untuk dinaikkan

2. Belummemenuhi AngkaKredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdr. Zulfiqri Nazar, S.Psi, NIP. 199512192022031003,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama memiliki Angka
Kredit sebesar 12,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah

magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka
Kredit tambahan sebesar:

• 250/0x kebutuhan kenaikan pangkat
• 25% x 50 = 12,5AngkaKredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri Nevia setelah memperoleh

Ijazah Magister sebesar:

12,5 + 12,5 = 25 AngkaKredit.

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 25 Angka
Kredit, yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk

kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b sehingga, untuk

kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b yang bersangkutan

dapat diusulkan melalui kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah, dan diberikan tambahkan Angka Kredit sebesar 25

Angka Kredit yang merupakan Angka Kredit kebutuhan
untuk kenaikan pangkat.

• 25% x kebutuhan kenaikan pangkat

• 25% x 50 = 12,5AngkaKredit
Angka Kredit yang dimiliki Sdri. Nevia setelah memperoleh
Ijazah Magister sebesar:

37,5 + 12,5 = 50 AngkaKredit.

Berdasarkan perolehan AngkaKredit sebesar 50 AngkaKredit

yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke

golongan ruang III/b.
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Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat
menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu

100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan
memilikikelebihan 12,5 (dua belas koma lima)AngkaKreditdan

pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung

mulai tanggal 1 April 2026. Maka sebelum dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan

jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya setelah

lulus Uji Kompetensi.

c. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka

Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam

jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdri. Arbaniyati, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/ d, Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang

IV/ a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif

sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat

menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 100

Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangku tan

memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan

tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

berikutnya.

d. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka

Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi dapat diperhitungkan apabila masih dalam jenjang

jabatan yang sarna.

Sdri. Suprihatini, NIP. 198204192008042010, pangkat Penata,

golongan ruang IIl/c, Jabatan Fungsional Ahli Muda. PNS yang

bersangkutan memiliki kinerja dan ditetapkan Angka Kredit

Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) dan

dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
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dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit
berikutnya.

e. Perpindahan dari Kategoriketerampilan ke Kategorikeahlian

1) Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan

terarnpil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/e dan
memiliki Angka Kredit sebesar 50 (lima puluh), pada saat

yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat

mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang Ill/ a
setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan

AngkaKredit tertinggi di jenjang terampil.

2) Sdr. Faiz Alfi seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong
Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur,

golongan ruang II/e dan memilikiAngkaKredit sebesar 62,5
(enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan

memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan

pangkat ke golongan ruang III/a.
3) Sdri.Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya

Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan pangkat
Penata Muda, golongan ruang Ill/ a dan memiliki Angka

Kredit sebesar 37,5 (tigapuluh tujuh koma lima), pada saat
yang bersangkutan merniliki ijazah S1 maka dapat

mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur jenjang AhliPertama dengan AngkaKredit sebesar
37,5.

8. Contoh Pengangkatan Kembali

a. Pengangkatan Kembalidalam jenjang yang sarna

Sdri. Ratih Citra Paninggar, S.Psi, Jabatan Fungsional AhliMuda,

golongan ruang III/e, ditetapkan AngkaKredit sejumlah 50 (lima
puluh) AngkaKredit,ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan
diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. PNS yang
bersangkutan telah berkinerja selama 6 (enam) tahun dalam
Jabatan Pengawas yaitu golongan ruang Ill/e selama 2 (dua)

tahun dan golongan ruang III/d selama 4 (empat) tahun, dengan
Predikat Kinerja baik setiap tahunnya dan akan diangkat ke
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b. Pengangkatan Kembali dan penyesuaian pada jenjang sesuai

dengan pangkat terakhir.

1) Penyesuaian pada pangkat terendah dalamjenjangnya
A.Masa kepangkatan kurang dari empat tahun

Sdr. WeldyMarolop,S,Sos, Jabatan Fungsional AhliMuda,

golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif
sejumlah 50 (limapuIuh) AngkaKredit,ditugaskan ke dalam
Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan

FungsionaInya. Yangbersangkutan telah berkinerja selama

8 (delapan) tahun dalam jabatan administrasinya dengan
jabatan terakhir Administrator, golongan ruang IVt e. (2
tahun) dengan Predikat Kinerjabaik tiap tahunnya dan akan
diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme

pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang
bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli
muda dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat
ditarnbah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan

Fungsional selama diberhentikan.
Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan
pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat

golonganruang yang dimilikinya,dengan ketentuan:

dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan
kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan ditetapkan
AngkaKreditsebagai berikut:

1. AngkaKredit terakhir sebesar 50 (limapuluh).

ii. Angka Kredit kinerja masa kepangkatan 4 (empat) tahun
dalam golongan ruang III/ d dihitung berdasarkan konversi

Predikat Kinerja dikalikan KoefisienAngka Kredit per tahun
dalamjenjangjabatan dan dikalikan masa kepangkatan pada

saat pengangkatan kembali pada jenjang terakhir

1000/0x 25 = 25

25 x 4 = 100AngkaKredit, Sehingga:
100+50= 150AngkaKredit
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B.Masa kepangkatan lebih dari empat tahun

Sdri. Harni Yuliati., SE. Jabatan Fungsional Ahli Muda,
golongan ruang IIII c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif

sejumlah 25 (dua puluh lima)AngkaKredit, ditugaskan ke

dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan

Fungsionalnya.Yangbersangkutan telah berkinerja selama

15(limabelas)tahun dalamjabatan administrasinya dengan
jabatan terakhir Pengawas, golongan ruang IVIa (8 tahun)
dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan

diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme
pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang
bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli

muda dengan AngkaKredit 25 (dua puluh lima) dan dapat
ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan
Fungsional selama diberhentikan.
Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan

1) paling singkat 1 (satu) tahun dalamjabatan ahli muda;
2) memilikiPredikat Kinerjaminimal baik;

3) tersedia kebutuhan; dan

4) mengikuti dan lulus UjiKompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang

bersangkutan diberikan akumulasi AngkaKreditsebesar 75
(tujuh puluh lima), terdiri dari Angka Kredit konversi

Predikat Kinerjapada masa kepangkatan terakhir ditambah
AngkaKreditDasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

1) Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan

konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka
Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan

kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang
didudukinya, yaitu:

100%x 37,5 = 37,5
37,5 x 2 = 75 AngkaKredit

2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IVIa sejumlah 0
AngkaKredit
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pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat

golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

a) paling singkat 1 (satu) tahun dalamjenjangjabatan ahli
muda;

b) memilikiPredikat Kinerjaminimal baik;

c) tersedia kebutuhan; dan

d) mengikuti dan lulus UjiKompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang
bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar
150 (seratus lima puluh), terdiri dari AngkaKreditkonversi

Predikat Kinerjapada masa kepangkatan terakhir ditambah
AngkaKreditDasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

a) Angka Kreditjenjang ahli madya dihitung berdasarkan

konversi Predikat Kinerja dikalikan koefesien Angka

Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan
kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang

didudukinya, yaitu :

100%x 37,5 = 37,5

37,5 x 4 = 150 angka kredit

b. Angkakredit dasar golonganruang IV/ a sejumlah 0
Angkakredit

2)Penyesuaian bukan pada pangkat terendah dalamjenjangnya.

Sdri. Ika Meidyawati,S.Sos, Jabatan Fungsional AhliPertama,
Golongan Ruang III/b, ditetapkan angka kredit kumulatif
sejumlah 50 (lima puluh) angka kredit, ditugaskan ke dalam

Jabatan pengawas dan diberhentikan dari Jabatan

fungsionalnya, PNSyang bersangutan telah berkinerja selama
15 (limabelas) tahun dalam Jabatan administrasinya dengan
Jabatan terakhir administrator, golonganruang IV/b (2Tahun)
dengan predikat kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat

kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme
pengangkatan kembali. Dalam hal demikian PNS yang

bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli
pertama dengan angka kredit 50 (lima puluh) dan dapat
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a. Pengangkatan Pertama
1) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui

pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan
merupakan pengangkatan dari calon PNS.

2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dilakukan bersamaan dengan pengangkatan PNS,
dikecualikan bagi jabatan fungsional yang memiliki
persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Peraturan Menteri

(2) Memilikipredikat kinerja minimal baik;

(3) Tersediakebutuhan;

(4) Mengikutidan lulus test uji kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang Jabatan ahlimadya diberikan

akumulasi angka kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh
lima) terdiri dari angka kredit konversi predikat kinerja pada

masa kepangkatan terakhir ditambah angka kredit dasar,
dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Angka kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan
konversi predikat kinerja dikalikan koefisien angka kredit

per tahun dalam jenjang Jabatan dan dikalikan masa
kepangkatan, yaitu :

1000/0x 37,5 = 37,5

37,5 x 2 = 75 Angkakredit

b) Angka kredit dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150
(seratur lima puluh) angka kredit.

PENJELASANTAMBAHAN

ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan
Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan duduk dalam
jenjang juabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan

ruang yang dimilikinya,dengan ketentuan :

(1) Palingsingkat 1 (satu) tahun dalamjenjang Jabatan ahli
pertama;
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Contoh:
Sdr. Nazar M, Si. CPNS TMT 1 Agustus 2022, mengisi
lowongan Calon PNS formasi Jabatan Fungsional Analis
SDMAAhli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 dan
diberikan pangkat golongan III/b. Kemudian diangkat ke
dalam jabatan fungsionalnya melalui mekanisme
pengangkatan pertama TMT.01 Agustus 2023, dan kepada
yang bersangkutan diberikan angka kredit yang diperoleh
dari:

3) Bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui pengangkatan
pertama dan memilikipangkat golongan ruang satu tingkat di
atas golongan ruang terendah pada jenjang jabatannya,
diberikan angka kredit pemenuhan sebesar kebutuhan Angka
Kredit untuk menduduki golongan ruangnya.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi
terkait jabatan fungsionalnya.
Contoh:

a) Sdr. Muhammad Assad, diangkat menjadi calon PNS
Terhitung Mulai Tanggal (TMT)1 Desember 2022 untuk
mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh

Pertanian Ahli Pertama. Yang bersangkutan diangkat

menjadi PNSdan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama bersamaan dengan
pengambilan sumpah dan janji PNS TMT. 1 Desember
2023.

b) Sdr. Abrori,diangkat menjadi calon PNSTMT.01-06- 2022
untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan Ahli Pertama. Yang bersangkutan diangkat

menjadi PNS TMT. 1 Juni 2023 dan dapat diangkat ke

dalam Jabatan Jungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama
setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b. Angkakredit dasar pada golongan ruang III/b sebesar
50 Sehinggajumlah angka kredit keseluruhan sebesar

75.
b) Bagi PNSyang memiliki pangkat golongan ruang eli atas

jenjang jabatan sesuai lowongan kebutuhan,
penghitungan angka kredit diberikan sesuai table berikut:

a) Bagi PNSyang memiliki kesesuaian antara pangkat dan
golongan ruang dengan jenjang jabatan fungsional sesuai
dengan lowongan kebutuhannya, penghitungan angka
kreelit berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa
kepangkatan terakhir dan ditambah angka kreelitdasar.

Contoh:
Sdri. Faradina, S.Psi Calon PNS dengan formasi jabatan
fungsional ahli pertama kualifikasi pendidikan S1 dengan
golonganruang ill/a. Yangbersangkutan telah mengalami
kenaikan golongan ruang ke III/b TMT1 April 2022 dan
diangkat ke dalam jabatan fungsional TMT1 April 2024.
Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
a. Konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan

III/b (2 tahun) dengan predikat Baik.
2 x 100%x 12,5 = 25

4) Dalam hal Calon PNS dengan lowongan kebutuhan jabatan
fungsional belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya,
diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan
pertama sesuai dengan lowongan kebutuhannya dengan
penghitungan angka kredit sebagai berikut:

a) Angka kreelit calon PNS sebesar 12,5 yang diperoleh dari
predikat kinerja selama menduduki calon PNS;

b) Angkakredit pemenuhan golonganruang Ill/b sebesar 50;

c) Konversipredikat kinerja jabatan fungsional.

-73-



Contoh:
Sdr. Ibrahim, S.Sos ealon PNS dengan formasi jabatan

fungsional ahli pertarna kualifikasi pendidikan S 1 dengan

golongan ruang Ill Za. Yang bersangkutan belum diangkat

ke dalam jabatan fungsional narnun telah mengalami

Keterangan :

*} diberikan angka kredit 40 (empat puluh) dalam hal

menduduki jabatan fungsional yang mensyaratkan

Diploma Tiga (D3).
**) diberikan angka kredit 60 (enarn puluh) dalam hal

menduduki jabatan fungsional yang mensyaratkan

SLTA/sederajat.

paling singkat 1 (satu) tahun sejak mendudukijabatannya

apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti serta

lulus uji kompetensi dapat diangkat pada jenjang jabatan

setingkat lebih tinggi.

Golongan Lowongan Angka Kredit
Ruang Kebutuhan

Jenjang

IV/a Ahli Pertarna 100

III/d 100

rII/e 100

rIl/e Terarnpil 40*/60**

III/b

ill/a

II/d Pemula 15

II/e

Il/b

IT/a
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c. Penyesuaian
1) PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui

mekanisme penyesuaian/ inpassing yang penetapan angka
kreditnya menggunakan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan

Jabatan GolonganRuang Jenjang AngkaKredit

JPT IVIb AhliUtama 150
IVIc

Administrator III/e AhliMadya 100

Pengawas III/a AhliMuda 50

kenaikan golongan ruang ke III/e TMT1April2022.
Apabila yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan
fungsional TMT 1 April 2024 dengan mekanisme
pengangkatan pertama maka diangkat ke jabatan
fungsional ahli pertama dengan angka kredit konversi
predikat kinerja sebesar 100 (sesuai Tabel 1. AngkaKredit
Pengangkatan Pertama).
Palingsingkat 1 (satu) tahun sejak mendudukijabatannya
apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti serta
lulus uji kompetensi yang bersangkutan dapat diangkat
pada jenjang jabatan ahli muda, dengan angka kredit
sebesar 50 dengan penghitungan sebagai berikut:
predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir
sebelum diangkat ke dalamjabatan fungsional
2 x 100% x 25 = 50

Angkakredit dasar sebesar = 0
sehinggajumlah angka kredit sebesar 50

b. Perpindahan dari Jabatan Lain
Angkakredit pejabat fungsional melalui perpindahan dari Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas yang memilikipangkat dan golonganruang tidak sesuai
dengan jenjangjabatan fungsional ditetapkan sebagai berikut:
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1. bagi PNS dengan pangkat golongan ruang di atas
jenjang jabatannya diberikan pemenuhan angka
kredit pada jenjang jabatan yang didudukinya.

2. pemenuhan angka kredit sebagaimana angka (1)dapat
digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang
jabatan, yang diusulkan paling singkat 1 (satu) tahun
sejak menduduki jenjang jabatannya apabila tersedia

kebutuban.

2) PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui
mekanisme penyetaraan jabatan dan memiliki pangkat
golongan ruang tidak sesuai dengan rentang pangkat
golongan ruang pada jenjang jabatan fungsionalnya,
diberikan angka kredit berdasarkan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai

berikut:
a) golongan ruang di atasjenjangjabatan.

Contoh
Sdr. Anton, S.Sos jabatan pelaksana golongan ruang III/b
TMT01 Oktober 2021 diangkat ke dalam jabatan fungsional

ahli pertama TMT 01 Agustus 2022 melalui mekanisme

penyesuaian/inpassing dengan angka kredit sebesar 3.
Dengan demikian kepada yang bersangkutan diberikan angka
kredit dasar sebesar 50 yang diperhitungkan dengan

perolehan angka kredit sebelumnya.

Pembinaan Jabatan Fungsional PegawaiNegeriSipil namun
belum diberikan angka kredit dasar, diberikan angka kredit
dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
a) angka kredit dasar diberikan sesuai dengan golongan

ruang saat diangkat ke dalam jabatan fungsional; dan
b) pejabat Fungsional belum mengalami kenaikan jenjang

Jabatan setingkat lebih tinggi.
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3. angka kredit yang diperoleh sesuai Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
merupakan angka kredit yang diperhitungkan sebagai
angka kredit pada saat jenjang jabatannya sesuai
dengan golonganruangnya.

Contoh
Sdr. Dani 8.80s., M.AP.jabatan pengawas pendidikan 82
golongan ruang IV/a dengan masa kepangkatan 1 tahun.
Yangbersangkutan diangkat ke dalamjabatan fungsional ahli
muda melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT1 April
2024 dengan angka kredit sesuai pada tabel Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi Nomor1Tahun 2023 sebesar 54, dengan
demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai
berikut:
1. yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka

kredit padajenjangjabatan ahli muda sebesar 200 (dua
ratus).

2. paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki
jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah
mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan
dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli madya.

3. setelah diangkat dalam jenjangjabatan ahli madya dan
golongan ruang IV/ a maka angka kredit penyetaraan
sebesar 54 dapat diperhitungkan untuk kenaikan
pangkat berikutnya.

a. golonganruang di bawah jenjang jabatan
a. angka kredit yang diperolehmerupakan angka kredit

pada golonganruang yang bersangkutan
b. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat

dipertimbangkan apabila telah menduduki paling
singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat dan 1 (satu)
tahun dalam jabatan sebelum yang bersangkutan
diangkat dalam jabatan fungsionalnya.
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Contoh
Sdr. Weldi S.Sos jabatan administrator TMT01 Juli 2024
pendidikan SI golongan ruang III/d TMT1 April2024. Yang
bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli
madya melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1
Oktober 2024 dengan angka kredit sesuai pada tabel
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negaradan ReformasiBirokrasi Nomor1Tahun 2023 sebesar
5. Dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan
sebagai berikut:

a. apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan
kenaikan pangkat ke dalam pangkat ke Pembina
golongan ruang IV[e, diberikan angka kredit penuh
sebesar 100 angka kredit untuk kenaikan pangkat
yang diperoleh dari angka kredit penyetaraan jabatan,
konversi predikat kinerja dan angka kredit sebesar
selisih kebutuhan kenaikan pangkat.

h. pertimbangan kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud pada huruf a, apabila yang bersangkutan
telah menduduki pangkat dan jabatan paling singkat
1 (satu) tahun sejakmendudukijabatan administrator
yaitu TMT1Juli 2025.

d. Peningkatan Pendidikan
Pejabat fungsional kategori keterampilan yang telah
memperoleh ijazah dan Iatau sertifikat profesiyang memiliki
pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang IIIIa dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a dengan mekanisme
sebagai berikut:

c. angka kredit diberikan sesuai pada Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan ReformasiBirokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dan
ditambah angka kredit sebesar selisih untuk
pemenuhan kebutuhan naik pangkat satu tingkat
lebih tinggi.
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2. Penyelarasan sebutan predikat kinerja sebagaimana
dimaksud pada angka 1) digunakan untuk
pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain,
dan pengangkatan kembali yang dilakukan setelah
berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 1Tahun 2023.
contoh:

1. Sdr. Pusaka diangkat ke dalam calon PNS TMT 1
Maret 2020, diangkat menjadi PNSTMT1Maret 2021
dengan golongan ruang III/a, diangkat ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia

Prestasi Kerja Predikat Kinerja

Sangat Baik Sangat Baik

Baik Baik

Cukup Butuh Perbaikan

Kurang Kurang

Buruk Sangat Kurang

1. Pejabat fungsional dengan golongan ruang Il/d
dilakukan penyesuaian ijazah berdasarkan pemenuhan
kumulatif angka kredit atau penyesuaian ijazah dengan
mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

2. Pejabat fungsional dengan golongan ruang di bawah II/ d

dilakukan melalui penyesuaian ijazah dengan
mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

e. Penyelarasan Sebutan Predikat Kinerja dalam Penghitungan
Angka Kredit

1. Untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional setelah
berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
dilakukan penyelarasan sebutan predikat kinerja
sebagai berikut:
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Aparatur Ahli Pertarna TMT 1 Agustus 2023, dan

penilaian kinerja setiap tahunnya adalah baik.

Kepada yang bersangkutan dihitung angka kreditnya

sejak calon PNS sampai dengan akhir tahun diangkat

dalam jabatan fungsionalnya sejumlah 47,92 (empat

puluh tujuh koma sembilan puluh dual, dengan

rincian sebagai berikut:

a. masa CPNS

Tahun 2020 = sebutan prestasi kerja "baik"
Dihitung secara proporsional selama periode
Maret- Desember 2020 (10 bulan). Penghitungan
angka kreditnya sebagai berikut:
10/12 x 100%x 12,5 = 10,42
Tahun 2021 = sebutan prestasi kerja "baik"
Dihitung secara proporsional selama periode
Januari-Februari 2021 (2 bulan).
Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:

2/12 x 100%x 12,5 = 2,08
b. masa menjadi PNS dan belum diangkat dala.m

jabatan fungsional
Tahun 2021 = prestasi kerja "baik"
Dihitung secara proporsional selama periode
Maret- Desember 2021 (10 bulan). Penghitungan

angka kreditnya sebagai berikut:
10/12 x 100%x 12,5 = 10,42
Tahun 2022 = Predikat kinerja "baik"
Dihitung selama periode Januari-Desember
2022. Penghitungan angka kreditnya sebagai
berikut: 1000/0x 12,5 = 12,5
Tabun 2023 = predikat kinerja "baik"
Dihitung secara proporsional selama periode
Januari-Juli 2023 (7 bulan). Penghitungan angka
kreditnya sebagai berikut:
7/12 x 100%x 12,5 = 7,29

- 80-



c. masa setelah menduduki Jabatan Fungsional
Analis Sumber OayaManusia Aparatur Ahli
Pertama Tahun 2023 = predikat kinerja "baik"
Oihitung secara proporsional selama periode
Agustus-Oesember 2023 (5 bulan).
Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut:
5/12 x 100%x 12,5 = 5,21
Sehingga AK yang ditetapkan sebesar 47,92
(empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua).

2. Sdri. Oesi Mariana, S.Sos Jabatan Pengawas
golongan ruang III/c (TMT 1 April 2021) masa
kepangkatan 2 tahun 5 bulan. diangkat ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Sumber Oaya Manusia
Aparatur Ahli Muda TMT 1 September 2023 dan
penilaian kinerja setiap tahunnya adalah baik.
Oengan demikian angka kredit yang ditetapkan
sebesar 58,34 dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2023 = predikat kinerja "baik"
Oihitung secara proporsional selama periode
Januari- Agustus 2023 (8 bulan). Penghitungan
angka kreditnya sebagai berikut:
8/12 x 100%x 25 = 16,67
Tahun 2022 = sebutan prestasi kerja "baik"
Oihitung secara tahunan selama periode Januari­
Oesember 2022 Penghitungan angka kreditnya

sebagai berikut:
1000/0x 25 = 25
Tahun 2021 = sebutan prestasi kerja "baik"
Oihitung secara proporsional selama periode April­
Oesember 2021 Penghitungan angka kreditnya

sebagai berikut:
8/12 x1000/0x 25 = 16,67
Sehingga angka kredit yang ditetapkan sebesar

58,34.
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3) Pejabat fungsional yang memiliki pangkat di atas
rentang pangkat golongan ruang pada jenjang

jabatannya, apabila diberikan kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggidengan Kenaikan Pangkat Luar
Biasa (KPLB)maka diberikan angka kredit dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) Angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan
jenjang jabatan.

b) Apabila yang bersangkutan telah menduduki
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi setelah

lulus uji kompetensi dan tersedia lowongan
kebutuhan maka diberikan angka kredit
berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang
diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Contoh:
Sdri. Dila, Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur jenjang ahli muda golonganruang
IV/a memiliki angka kredit 120, diberikan kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggike golonganruang IV/b
dengan KPLB.Dengan demikian, yang bersangkutan
diberikan angka kredit sebagai berikut:
a. Angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan

jenjang jabatan sebesar 200 AngkaKredit.

b. Apabila yang bersangkutan diangkat dalam
Jabatan Fungsional jenjang jabatan ahli madya
setelah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang
jabatan, diberikan angka kredit sebesar 150
angka kredit.

f. Pejabat Fungsional yang Telah Selesai Menjalani Hukuman
Disiplin.
1. Pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tetap
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berkinerja dan predikat kinerjanya tetap dapat

dikonversikan ke dalam angka kredit pada saat yang

bersangkutan menjalani hukuman disiplinnya.

2) Dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud

pada angka 1) telah memenuhi angka kredit kumulatif

untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan, dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkat/ jabatan paling

eepat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam pangkat

semula.

Contoh:

Sdr. Rudi, jabatan Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur Ahli Muda, golongan ruang III/d TMT 01 April

2024, dengan angka kredit terakhir ditetapkan sebesar

183,33. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 (satu) tahun ke golongan ruang

Ill/c TMT 01 Agustus 2027, dengan predikat kinerja

butuh perbaikan di tahun 2027, dan tahun 2028

predikat kinerjanya ditetapkan baik. Dengan demikian

ketentuan angka kredit dan kenaikan pangkat diatur

sebagai beriku t:

a. Penghitungan angka kredit

Tahun 2027, Periode Januari sampai dengan

Desember 2027, Predikat Kinerja Butuh Perbaikan

750/0x 25 = 18,75
Tahun 2028, periode Januari sampai dengan

Desember, Predikat Kinerja Baik
100%x 25 = 25
Jumlah angka kredit tahun 2027 dan 2028 sejumlah
43,75
Jumlah angka kredit seluruhnya 183,33 + 43,75 =
227,08

b. Usulan Kenaikan pangkat/ Kenaikan jenjang
Yangbersangkutan dikembalikan ke golongan ruang
III/d TMT01 Agustus 2028, dengan jumlah angka
kredit pada akhir tahun 2028 sejumlah 227,08.

- 83-



kretaris Daerah

da Bidang
ministrasi Umum

pala Bagian
kum

RDINASI

-A~~
SAEPULBAHRIBINZEIN

BUPATIPURWAKARTA
RAKARSA

sulan kenaikan pangkat/kenaikan jenjang jabatan
ang bersangkutan dapat dipertimbangkan paling
ngkat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam
angkat semula yaitu paling cepat terhitung mulai
anggal 01 Agustus 2029.
bat fungsional yang telah selesai menjalani
man disiplin tingkat berat berdasarkan ketentuan
uran perundang-undangan berupa penurunan
an setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
n atau pembebasan dari jabatannya menjadi

aksana selama 12 (dua belas] bulan, apabila yang
angkutan telah selesai menjalani hukuman
linnya, dapat diangkat dalam jabatan fungsional
ula dengan ketentuan sebagai berikut:
ersedianya lowongan kebutuhan;
Predikat kinerja minimal baik; dan,
iberikan angka kredit sebesar angka kredit yang
itetapkan sebelum menjalani hukuman disiplin.

am hal pejabat fungsional dijatuhi hukuman disiplin
pa penurunan atau pembebasan dari jabatan
gaimana dimaksud pada angka 3) dikarenakan tidak
enuhi target kinerja, sebelum diangkat kembali ke

am jabatan semula wajib mengikuti dan lulus uji
petensi.

-84-

U

Y
S1

P
t

3) Peja
huku
perat
jabat
bula
pel
bers
disip

sem
a. T
b.
c. D

d
4) Dal

beru
seba
mem
dal
kom

PARAF PEM
Dikky Sukmawijaya, Ke
S.IP Pe
Dadi Sadali, SE, Kp, SeMM
H.Wahyu Wibisono, KeS.Sos, M.Si

PARAF KOO

Suntama, SH, M.Si Ke
Hu

Tin Sumartini, SE, Kp, As
MM Ad
Norman Nugraha Se

-



Unit kerja

Pangkatj golongan ruangjTMT :

NIP

Nama

: PNSdibawah ini:KESATU

Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai NegeriSipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 1 Tahuri 2023
ten tang Jabatan Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor...Tahun ten tang Pedoman Teknis Pembinaan
KepegawaianJabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Mengingat

a. bahwa Saudara NIP pangkatj golongan
ruang jabatan telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk cliangkat dalam Jabatan Fungsional

b. bahwa berdasarkan kebutuhanjabatan yang telah ditetapkan,
perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan
Fungsional;

Menirobang

TENTANGPENGANGKATANPERTAMA

DALAMJABATANFUNGSIONAL .

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPURWAKARTA

NOMOR .

KEPUTUSANBUPATrPURWAKARTA

1.CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

CONTOH SURAT KEPUTUSAN, ANOKA KREDIT, KONVERSI
PREDlKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT, AKUMULASI ANGKA

KREDIT, DAN PENETAPAN ANOKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

LAMPlRAN III

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG MANAJEMEN JABATAN
FUNGSIONAL
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1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala badan kepegawaian;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. lnstansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu

**)Diisi apabila ada penambahan diktumyang dianggap perlu.

TEMBUSAN:

Ditetapkan ill ..

pada tanggal .

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**)KEDUA

KETIGA

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan
Fungsional dengan kelas jabatan .
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c. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang
Abli Pertama golongan ruang IIljb sampai denganjenjang tertinggi

Ahli Utama.

b. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang memiliki jenjang
Abli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Abli Madya.

KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKAKREDIT

DASAR

Keahlian AhliMadya IVje 0

IVjb 150

IVja 0

Ahli Muda IIIjd 100

IIlje 0

Ahli Pertama IIIjb 50

Illja 0

KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKAKREDIT

DASAR

Keahlian Abli Utama IVje 0

IVjd 0

Ahli Madya IVje 300

IVjb 150

IVja 0

Ahli Muda IIIjd 100

IIlje 0

Ahli Pertama IIIjb 50

IIIja 0

2. ANGKAKREDITDASAR

a. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional darijenjang Ahli Pertama
sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.
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KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKAKREDIT
DASAR

Penyelia IIIjd 0
IIIje 0

Mahir IIIjb 50

Keterampilan IIIja 0
Terampil Iljd 40

Ilje 20
Iljb 0

e. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dati jenjang
Terampil golongan ruang Iljb sampai dengan jenjang tertinggi
Penyelia.

KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKAKREDIT

DASAR

Penyelia IIIjd 0

IIlje 0

Mahir IIIjb 50

IIIja 0
Keterampilan

Terampil IIjd 20

IIje 0

d. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dati jenjang

Terampil golongan ruang Ilje sampai dengan jenjang tertinggi

Penyelia.

KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKAKREDIT
DASAR

Keahlian Ahli Utama IVje 0

IVjd 0

Ahli Madya IVje 300

IVjb 150
IVja 0

Ahli Muda IIljd 100
IIlje 0

Ahli Pertama IIIjb 0
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Jabatan Golongan ruang Jenjang Angka Kredit
Administrasi
Administrator III/d Ahli Madya 100

Pengawas III/b 50
IVla Ahli Muda 200
IV/b 200

Pelaksana IIIle Ahli 100
III/d Pertama 1_Q_0
IV/a 100

3. ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN
PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN
JENJANG JABATAN.

KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKA KREDIT
DASAR

Penyelia III/d 0
Iil/e 0

Mahir III/b 50
Keterampilan IIl/a 0

Terampil II/d 40
IIle 20
nib 0

Pemula lIla 0

f. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang
Terampil golongan ruang III a sampai dengan jenjang tertinggi
Penyelia
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Ditetapkan di .

Pada tanggal .

KETIGA : Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

d. Unit kerja .
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan
Fungsionaljenjang dengan Angka Kredit sebesar ( )

KEDUA : **)

c.

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMl':

a.
b.

Mengangkat:KESATU

Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tabun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun
... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
........... NIP jabatan .
pangkat/ golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan
lain;

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

BUPATI PURWAKARTA

TENTANG

PENGANGKATANMELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN .

KE DALAMJABATAN FUNGSIONAL .

NOMOR .

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

4. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
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*)Dicoret yang tidak perlu

toW) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

1. Kepala Badan Kepegawaian NegarajKantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaianjBagian yang

membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai KineIja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang

bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

TEMBUSAN:
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

GOLONQAN IJAZAH/STIB YANG AKK ANOKAKREDITDANMASAGOLONGANRUANO
NO Kenaikan < I 4TAHUN/RUANO SETlNGKAT Pangkat TAHUN ITAHUN 2TAHUN 3TAHUN LEBIH
I U/a SLTA/SMK/ Diploma I (OIl 15 I 5 8 II 14

2 n/b SLTA/SMK/Diploma II 20 1 7 11 15 18Diploma II (Dll) ---SLTA/SMK/Dipioma 1/ 20 I 1 7 11 IS I 183 II/r Diploma Il {DII) 1
Diploma ill (Dill) 20 I 2 8 I 12 16 I 19

I SLTA/SMK/Diploma II 20 I I 7 II IS I 184 I iI/d Diploma II (Dll)
Diploma m (Dillj 20 2 8 11 16 19

SLTA/SMK/Dip1oma 1/ 50 3 18 28 38 48I 5 Ill/a Diploma IT (OIl)
Diploma ill [Dill) --50 4 19 29 39 49

SLTAtSMKtDiploma Ii
50 J 18 28 38 486 fIltb Diploma II (Dll)

Diploma ill (DIll) 50 4 19 29 39 49
SLTA(SMKjDiploma (I 100 5 35 5S 75 , 957 IIJ/C' Diploma II (Dill

Diploma In {Om) 100 7 37 57 77 9i
S1.TA/SMKjDiploma 1/

8 Ul/d Diploma II (Dll)/ Diploma III H 100 100 100 100 100
(Dill)

KategoriKeterampilan

(',oLONGAN IJAZAH/S'ITB YANG AK ANGKAKREDITDANMASAGOLONGANRUANO
NO kenaikan 4TAHUN/RUANG SEl'lNOKAT

P8IlRkal < 1TAHUN ITAHUN 2TAHUN 3TAHUN LEBIH
I Ul/a Sarjana (SI)/Diploma IV 50 3 18 28 38 47

2 rrr/b Sarjana (Sl)/Diploma IV 50 3 18 28 38 47
Magister (S21 50 4 19 29 J9 48

Sarjana (SI)/Diploma IV 100 5 35 55 75 95
::I Ill/r Magister (52) 100 6 36 5(l 76 96

- :- Doktor (S3) 100 7 37 57 77 97
Sariana (SII/Diploma IV 100 5 35 55 75 95

4 mid Magister (521 100 6 36 56 76 96
Doklor(S31 100 7 37 57 77 97

Sarjana (SI)/Diploma IV 150 8 53 83 113 14J
I 5 TV/a Ma~s(er (S21 150 9 54 84 114 144, Doktor(S3) 150 - 56 86 116II 146r. Sarjana (SII/Diploma IV 150 f-

8 53 Il3 113 143
TV/b Magister (S2) ISO I 9 54 84 114 I 144 I

Doktor (83) 150 11 56 86 116 146
Sarjana (SII/Diploma IV ISO 8 53 83 113 143

7 IV/c M8~ster (52) ISO 9 54 84 11-1 144
Doktor(S3) ISO I 11 56 8Ji 116 146

Sarjana (SII/Diploma IV I 200 10 70 110 ISO , 190
8 IV/d Magister (S21 200 I 11 7). r 112 152 192

Doktor (53) 200 14 74 114 154 194

9 IV/I' Satjana (SI)/Diploma IV / .. 200 200 I 200 I 200 200Magister (S2) /Doktor (83)

KategoriKeahlian

S. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/ PENYETARAAN
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Ditetapkan di .

pada tanggal .

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan urituk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

: **)

......................... jenjang dengan Angka Kredit sebesar ( j

c. Pangkatj Golongan ruangjTMT : .
d. Unit Kerja .

Terhitung mulai tanggal disesuaikan dalam JabatanFungsional

a. Nama
b. NIP

mengangkat:

MEMUTUSKAN:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diu bah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ...
Tahun ... ten tang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan
Fungsional;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

: bahwa untuk mengisi kebutuhanjabatan yang lowong, Saudara, NIP
................................... , jabatan , pangkatj golongan
ruang , telah memenubi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPURWAKARTA

DALAMJABATANFUNGSIONAL .

TENTANG

PENGANGKATANMELALUIPENYESUAIAN

KEPUTUSANBUPATI PURWAKARTA

NOMOR .

KEDUA

KETIGA

KESATU

Menetapkan

Mengingat

Menimbang

6. CONTOH PENGANGKATANMELALUI PENYESUAIAN
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*) Coret yang tidak perlu.

**)Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaiari/Bagian yang

membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan

yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

TEMBUSAN:
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Ditetapkan di ..

pada tanggal ..

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

; Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.

KETIGA

: **)KEDUA

......................... jenjang ...... dengan Angka Kredit sebesar ....... (.....)

d. Unit Kerja .
Terhitung mulai tanggal ........ disetarakan dalam Jabatan Fungsional

c.

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan ruang/TMT :

a.
b.

mengangkat:KESATU

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ...
Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan
Fungsional;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Mengingat

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong,
Saudara...................... NIP , jabatan
................................. , pangkat/ golongan ruang , telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
............................... melalui penyesuaian penyetaraan;

Menimbang

BUPATJPURWAKARTA

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

KEPUTUSANBUPATI PURWAKARTA

NOMOR .

TENTANG

PENGANGKATANMELALUlPENYESUAIANPENYETARAAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL .

7. CONTOHPENGANGKATANMELALUI PENYETARAAN
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*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang

membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegarajKepala Biro/ Bagian Keuangan

yang bersangkutan*);
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

TEMBUSAN:
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.....................................................

Ditetapkan di .

pada tanggal .

: ApabiJa dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

**)KEDUA

KETIGA

.............. jenjang .

Unit Kerja .
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam J abatan Fungsional

.................................................

.................................................a. Nama
b. NIP

mengangkat:KESATU

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipiJ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ...
Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan
Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

. .Pangkat/ Golongan ruang/TMTc.
d.

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
........................ NIP.................. jabatan .
pangkat/ golongan ruang telah memenuhi syarat dan clianggap cakap
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui promosi;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPURWAKARTA

TENTANGPENGANGKATANMELALUIPROMOSI

DALAMJABATANFUNGSIONAL .

KEPUTUSANBUPATIPURWAKARTA

NOMOR .

8. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
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*) Coretyang tidak perlu.

**)Diisiapabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

1. KepalaBadan KepegawaianNegara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang

membidangikepegawaianyang bersangkutan;*)
3. Pejabat PenilaiKinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang

bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggapperlu.

TEMBUSAN:
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ditetapkan di .

pada tanggal ..

Asli Keputusan ini disarnpaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

**)

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

Fungsional jenjang ..

c. Pangkat/ golongan ruangJTMT: .
d. Unit kerja .

Dari Jabatan Fungsional Jenjang ke dalam Jabatan

...................................................

Terhitung mulai tanggal .... mengangkat Pegawai NegeriPERTAMA
Sipil:

Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tabun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabaian yang lowong, Saudara
." NIP jabatan pangkatJ golongan
ruang telab memenuhi syarat dan dianggap untuk dinaikkan dalam jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi;

...................................................a. Nama
b. NIP

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI PURWAKARTA

TENTANG

KENAIKANJABATANDALAMJABATAN FUNGSIONAL .

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR .

9. CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL

-99-



*)Dicoretyang tidak perlu

.*)Diisiapabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

1. KepalaBadan KepegawaianNegara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang

membidangikepegawaianyang bersangkutan;*)
3. Pejabat PenilaiKinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendabaraan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang

bersangkutan*);
s. Pejabat lainyang dianggapperlu.

TEMBUSAN:
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Tembusan disampaikan kepada
1. Jabatan fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Badan kepegawaian daerah
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

)* coret yang tidak perlu

NIP .

Ditetapkan di ..

Pada Tanggal .

Pejabat penilai kerja

..............................

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI

1 Nama

2 NIP

3 Nomor Seri Karpeg

4 Tempat./Tgl.
Lahir

5 J enis Kelamin

6 Pangkatj Golongan RuangjTMT

7 JabatanjTMT

8 Unit Kerja

9 Instansi
KONVERSI PREDIKATKINERJA KE ANGKAKREDIT

Hasil Penilaian Kinerja Koefisien per Angka Kredit
tahun yang didapat

PREDlKAT PROSENTASE (Kolom~tkolom
1 2 3 4

Instansi: Periode: ..

10. CONTOH KONVERSI PREDlKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
KONVERSI PREDlKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

NOMOR ..
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No Nomor Uraian
Kolom

( Keterangan Perorangan
1 Tulisiah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
2 Tulislah NIPPejabat Fungsional yang dinilai
3 Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
4 Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
5 Cukup jelas.
6 Tulislah pangkat/golongan ruang /TMTterakhir Pejabat

Fungsional
yang dinilai

7 Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
8 Tulisiah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
9 Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini

II Hasil Penilaian Angka Kredit
1 diisikan Predikat Kinerja
2 diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja

tahunan
3 diisikan KoefisienAngka Kredit Tahunan sesuai jenjangjabatan
4 diisikan penghitungan dari presentase Predikat Kinerja dikali

Koefisien
Angka Kredit tahunan

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIRKONVERSIPREDIKATKINERJA KE ANGKAKREDIT
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*) coret yang tidak perlu

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersanglrutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Tembusan disarnpaikan kepada:

NIP .
.............................

Ditetapkan di .
Pada Tanggal ..
Pejabat penilai kerja

I KETERANGANPERORANGAN

1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEG

4 Tempat/Tgl. Lahir
5 Jenis

Kelamin
6 Pangkat/ Golongan

RuangjTMT
7 JabatanjTM

T
8 Unit Kerja
9 Instansi

HASIL PENILAIANANGKAKREDIT
HASIL PENlLAIANKINERJA

KOEFISIENPER ANGKA KREDITYANG
TAHUN DIDAPAT

TAHUN PERIODIK PREDIKAT PROSENTASE

(BULAN)

1 2 3 4 5 6

JUMLAH ANGKAKREDIT YANGDIPEROLEH

11. CONTOH AKUMULASI ANGKA KREDIT
AKUMULASI ANGKA KREDIT NOMOR .

Instansi: Masa Penilaian: .
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No Nomor Uraian
Kolom

I Keterangan Perorangan
1 Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
2 Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
3 Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
4 Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
5 Cukup jelas.
6 Tulislah pangkatj golongan ruang jTMT terakhir Pejabat

Fungsional
yang dinilai

7 Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
8 Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
9 Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini

II Hasil Penilaian Angka Kredit
1 diisikan tahun Predikat Kinerja
2 diisikan bulan berjalan kebutuhan penilaian periodik
3 diisikan Predikat Kinerja
4 diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja

tahunan
5 diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuaijenjangjabatan
6 diisikan penghitungan dari jumlah bulan periode penilaian dibagi

jumlah bulan dalam satu tahun dikali presentase Predikat
Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULlRAKUMULASIANGKAKREDIT
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*) coret yang tidak perlu

**} dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Lengkap
NIP .

Ditetapkan di .
Pada tanggal .
Pejabat Penilai Kinerja

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan lnstansi Pengusuf;
2. Peiabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

mernbidangi kepegawruanjBagian yang
membidangi kepegawaian yang bersangkutan*};

Masa Penilaian : .Instansi : .

I KETERANOANPERORANOAN
1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEO
4 TempatjTgl. Lahir
5 .Jenis Kelamin
6 Pangkatj Oolongan RuangjTMT
7 JabatanjTMT
8 Unit Kerja

HASlL PENILAlAN ANGKA KREDlT
II PENETAPANANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH KETERANOAN
1 2 3 4 5 6

1 AK Dasar yang diberikan
2 AK JF lama
3 AK Penyesuaianj Penyetaraan
4 AK Konversi
5 AK yang diperoleh dari

peningkatan pendidikan
6 ......... **)

JUMLAH ANOKA KREDIT KUMULATIF
Keterangan Pangkat Jenjang Jabatan

Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi
untuk kenaikan pangkatj jenjang

KelebihanjKekurangan*) Angka Kredit yang
harus dicapai untuk kenaikan pangkat

KelebihanjKekurangan*) Angka Kredit yang
harus dicapai untuk kenaikan jenjang

DAPAT/TIDAK DAPAT*)DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAlKAN PANOKAT/JENJANG JABATAN
SETINOKAT LEBIH TINGOI MENJADl.. .............. JENJANG ............ PANGKAT/GOLONGAN

RUANG
...............

NOMOR .

PENETAPAN ANGKA KREDIT

12. CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT
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No Nomor Uraian
Kolom

I Keterangan Perorangan
1 Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
2 Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
3 Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
4 Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
5 Cukup jelas.
6 Tulislah pangkatj golongan ruang jTMT terakhir Pejabat

Fungsional
yang dinilai

7 Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
8 Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
9 Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini

II Hasil Penilaian Angka Kredit
1 Diisikan dengan Angka Kredit dasar (jika ada)
2 Diisikan dengan Angka Kredit JF lama (jika ada)
3 Diisikan dengan Angka Kredit Penyesuaianj Penyetaraan (jika

ada)
4 Diisikan akumulasi konversi Predikat Kinerja
5 Diisikan dengan Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan

Pendidikan (jika ada)
6 Diisikan dengan tambahan Angka Kredit sesuai ketentuan

perundang-
undangan (iika ada)

III Keterangan
Diisikan Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan

Kenaikan Jenjang Jabatan
Diisikan kelebihanj kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai

untuk Kenaikan Pangkat
Diisikan kelebihanj kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai

untuk Kenaikan Jenjang Jabatan

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULlRPENETAPANANOKAKREDIT
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Ditetapkan di ..

pada tanggal ..

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: **)KEDUA

c. Pangkat/golongan ruang/TMT .
d. Unit kerja ..

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional .

jenjang dengan Angka Kredit sebesar ( ).

a. Nama
b. NIP

Mengangkat:KESATU

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai NegeriSipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ...
Tahun ... ten tang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan
Fungsional;

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP
......... jabatan pangkat/ golongan ruang telah memenubi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional ;

NOMOR .

TENTANG

PENGANGKATANDAR!JABATANFUNGSIONALKEDALAMJABATAN

FUNGSIONAL ..

DENGANRAHMATTUHANYANGMArIAESA

BUPATIPURWAKARTA

KEPUTUSANBUPATIPURWAKARTA

13. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KETERAMPILAN KE JABATAN
FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN.
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*) Dicoretyang tidak perlu.

""")Diisiapabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

1. KepalaBadan KepegawaianNegarajKantor RegionalBadan KepegawaianNegara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaianjBagian yang

mernbidangikepegawaianyang bersangkutan;*)
3. Pejabat PenilaiKinerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegarajKepala Biroj Bagian Keuangan yang

bersangkutan;*)
5. Instansi Pembina;dan
6. Pejabat lain yang dianggapperlu.

TEMBUSAN:
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NIP

Oitetapkan di.. ..
Pada tanggal .

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

: **)KEOUA

KETIGA

c. Pangkatj golongan ruangjTMT .
d. Unit kerja .
Oalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka
Kredit sebesar (.................. ).

a. Nama
b. NIP

Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali pegawai
negeri sipil

Menetapkan

PERTAMA

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagairnana diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RepubLikIndonesia Nomor 1Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan
Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menimbang bahwa saudara NIP Pangkat/ golongan
ruang .jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap
cakap untuk diangkat kembali dalam jabatan
fungsional ;

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

14. CONTOHPENGANKATANKEMBALI
KEPUTUSANBUPATIPURWAKARTA

NOMOR .
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SAEPUL BAHRI BINZEIN

BUPATI PURWAKARTA

PARAF KOORDINASI

Suntama, SH, M.Si Kepala Bagian
Hukum

Tin Sumartini, SE, Kp, Asda Bidang

JMM Administrasi
Umum

Norman Nugraha Sekretaris .....,Daerah

PARAF PEMRAKARSA
Dikky Sukmawijaya, Kepala Bidang tS.IP Pengembangan

SDM
Dadi Sadali, SE, Kp, Sekretaris

~MM BKPSDM
H.Wahyu Wibisono, .

Kepala BKPS~ VS.Sos M.Si
7

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan kepegawaian
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Bagian Keuangan yang bersangku tan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

TEMBUSAN:
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